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REWENANGAN 0TORITAS JASA REUANGAN I}ALAM PENGATURAN
DAN PENGAWASAN DI SEKTOR PERBANKAN

0leh:

H. Hirsanuddin, Muhaimin, Ari Rahmad Hakim BF., & Yudhi Sefrowan

RINGRASAN

V

Terbentuknya   OJK  yang  kewenangannya  tidak  hanya  mengawasi. bidang
erbankan saj a tetapi j uga mengwasi perusahaan-peruschaan sktor j asa keuangan lairmya
ang   meliputi   asuransi,   dana  pensiun,   sekuritas,   modal   ventura,   dan  penisahaan
mbiayaai    serta   badan-badan    lain   yang    menyeleriggarakan    pengelolaan    dana
asyar;kal  tentunya  sangat  membutuhkan  dilakukannya  sinkronisasi  dan  harmonisasi

erb-agai   peraturan   perundang-undangan   yang   menyangkut   mengenai   pengawasan
embaga  keungan  agar  tidak  menimbukan  teljadinya  persinggungan  kewenangan,

ususnya   dengan   81   dalam   melakukan   pengawasan   bank   serta   untuk   menjaga
dependeusi  OfK  dalam  melakukan  tngas-tugasnya.  Pemindchan  fungsi  pengawasan
epada OJK dilakukan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan
l;A  81  selama  ini  kurang  efektif,  sehingga  dengan  dilakukannya  harmonisasi  dan
inkronisasi   berbagai  peratur-an  perundang-undangan  yang  menyangkut  pengawasan
embaga keungan dihar-apakkan fungsi pengawasan lembaga keuangan, khususnya bank
ang  sekarang  sudah dipegang oleh  OJK dapat. mehingkat dan  dilakukan dengan  adil
rhadap   semua   institusi  .,.yang   diawasi.   Jika   hal   tersebut   tidalc   segera   direspon,

dikhawatirkan  pengawasaan  lembaga  keuangan  khususnya  bank  sama  saja  dengan
dilafukan  81   sehingga  tidak  menyelesaikan  masalah  malahan  yang  ten.adi  edalah
memindehkan masalah yang sam_a kepada lembaga lain yang dibentck dengan anggaran
negara yang begitu banyak.

Berdasarkan   ]atar   belakang   dj   atas,   maha   dapat   dirunuskan   beberapa
permasalahan, yaitu: Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia dalam pengatLuan dan
pengawasan di  sektor pertprkan?,  Bagaimanakah kewenangan  OJK dalam pengaturan
dan pengawasan di sektor perbankan?.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis
nomatif.  Metode pendekatan yang  digunakan dalam penelitian  ini  adalch Pendekatan
Perundang-undangan  (Sraf2/fe 4fp,roach),  +'endekatan  Konsep  (Cousez>f2j4/ j4faproac.fa),
dan Pendekatan Analitis (4#4¢'j./z...cz/ ,4pproac/.).

Kewenangan   Bank   Indonesia  da:.am   menga`|ur   dan   mengawasi   di   sektor
Perbankan kewenangamya diberikan berdasarkan lLewenangan atribusi yaitu kewenangan
yang diberikan berdasarkan undang-undaiig yaifu Undang-Undang Nomor 21 Tchun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun kewenangan yang diberikan si fat persial, karena
kewenangan Bank  indonesia dalam  melakukan pemeriksaan  dan pengawasan  terhadap
bank,  basil pemeriksaannya Bank Indonesia tidak diberikan kewenangan untuk merilai
hasilpemeriksaannyasendiri,tapiharusdilaporkankeOtoritasJasaKeungan.
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Kewenangan   Otorhas   Jasa   Keuangan   dalan   melakukan   pengaturan   dan
ngawasan   berdasarkan   kewenangan   atribusi   yaitu   kewenangan   yang   diberikan
rdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan....,.,  _  ___  _   ._   ____

dan   pengawasan   terhadap   kegiatan  jasa  keuanganI-+w__

5ektor  pert>ankan,  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  pasar  modal  dan  kegiatan  jasa
wenangan di sektor perasuransian, dana pinjaman, lembaga pembiayaan, dan lembaga

e|cksanakan  fugas   pengaturan

keuangan.



BABI

pENDArmLUAN

A.   Latar Belahang permasalahan
Mulai tahun 2014, Otoritas Jasa Keua,ngan (OJK) mulai beroperasi

sebagai  pengawas jasa keuangan  di  Indonesia.  OJK  didirikan  dengan  UU

Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK  berfungsi  menyelenggarakan  sistem

pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam. sektor

jasa keuangan yang meliputi :
1.  keedatan jasa keuangan di sektor perbankan

2.  kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan

3.  kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian,  dana pensiun, lembaga

pembiayaan, dan lembaga j asa keuangan lairmya.
Sistem   pcrigawasan   yang   dilakckan   oleh   OJK   adalah   sistem

pengawasan  terintegrasi,   artinya   seluruh  kegiatan  jasa  keuangan  yang
dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan

dan  pengawasan  OJK.   I)alam   sejarah   pengawasan  berlangsung   secara

terintegrasi      dimulai   di   Skandinavia   pada   pertengahan   tahun   1980an

kemudian   diikuti   oleh  Negara   Inggris   dan   Jepang   menerapkan   sistem

pengawasaan   terintegrasi   pada   tahun   1998   dengan   mendirikan   C/7#.Jec7

Kingdom   Finendafi=`Services   Authority   dan   Japan   Financial   Services

J4ge7Zey.I

Di setiap negara latar belakang pendiiian lembaga pengawas jasa

keuangar:. terpadu  berbeda  namun  terdapat  beberapa  faktor  yang  memiou

dilakukarmya  perubahan.  tej-hadap   struktur  kelembagaan   pengawas  jasa

keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah:

1.    Munculnya  konglemerasi  keuangan  dan  mulai  diterapkannya  #7#.verAgcz/

acz#4;.73g  di   badyak   negara.   Kondisi   ihi   menyebabkan   regulasi   yang

didasarkan antara sektor menjadi tidak efektif kerena terjadi gcJp dalaln

regulasi dan supervisi.

i Kiryanto, Ryan, OJK dan Kepentingannya, Kompas, 14 Juni 2003

\
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2.   Stabilitas   sistem   keuangan   telah   menjadi   isu   utama   bagi   lembaga

pengawas (dan lembaga pengawas) yang awalnya belum memperhatikan

masalah stabilitas sistem keuangan, mulai mencari struktur kelembagaan

yangtepatuntukmeningkatkanstabilitassistemkeuangan.

3.   Kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi

komponen    utana    gooc7    gover#czj3ce.     Untck    menin8katkan    good

gover#a#ce  pada  lembaga  pengawas  jasa  keuangan,  banyak  negara
melalkukanrevisistrukturlembagapengawasjasakeuangannya2.

Adapun   alasan   pendirian   OJK   sebagaimana   tercantun   dalam

penjelasan unun UU OJK adalah telah tebadinya proses globalisasi dalan
sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta

inovasi  finansial menciptakan sistem keuangan menjadi kompleks,  dinamis,

dan saling terkait antar-subsektoi keuangan, baik dalam hal produk maupun

kelembagaan. Di sarnping itu, adanya lembaga j asa keuangan yang memiliki

hubungan keperfulikan di berbagal subsektor keuangan (konglemerasi) telah

menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga j asa keuangan

di   dalam   sistem  keuangan.   Selain   itu,   banyaknya   permasalahan   liutas

sektoral  di  sektor  jasa  keuangan,  yang  meliputi  tindakan  morcz/  feozc7rc7,

belun optinalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya

Stabilitas sitem keuangan3.

Dalam  ra'n8k`a  mewujudkan  perekonomian  nasional  yang  manpu

tumbuh  dengan  stabil  dan  berkelanjutan,  menciptakan  kesempatan  keD.a

yang luas  dan  seinbang di  semua sektor perckonomian,  serta memberikan
kesejahtcraan  secara  adil  kepada  seluruh  rakyat  Indonesia  maka prograln

pembangunan  ekon.ori  nasional  harus  dilaksanakan  secara  kompreheusif
dan  mampu m`enggera.kkan kegiatan perekonomian  nasional  yang memil].ki

jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian

masyarakat Ina-onesia.  Program pembangunan ekonomi nasional juga harus

2  Saldj+:ann S.ha, 20L4, Analisis  Yuridis  Mengenai  Dampalc  Peri.:.entuhan  O[oritas  Jasa  Ke.iangan
T#::.a2d3appengawasanperbankans.varlah,Skripslsarfana>FakultasHckunuivielshaslndonesiv,Depck.,

3 Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Februari 2012

-\



dilaksanckan   secara   transparan  dan   akuntabel  yang  berpedoman  pada

prinsip   demokrasi    ekonomi   sebagaimana   diamanatkan   Pancasila   dan

Undang-UndangDasarNegaraRepubliklndonesiaTahun1945.

Banyaknya   permasalahan   lintas   sektoral   jasa   keuangan,   yang

meliputi tindakan moral hazard, belun optimalnya perlindungan konsunen

jasa   keuangan,   dan   terganggunya   stabilitas   system   keuangan   semakin
mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor j asa

keuangan yang terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di  atas, perlu dilakukan penataan

kembalistrukturpengorganisasiandarilembaga-lembagayangmelaksankan

tugas pengaturan dan pengawasan di sector jasa keuangan yang mencakup

sector  perbankan,  pasar  modal,  perasuransiari,  danan  pension,  1embaga

pembiayaan,   dan   lembaga  jasa   keuangaii   lairmya.   Penataan   dimcksud
dilakukan  agar --dapat  die.apai  mekanisme  koordinasi  yang  lebih  efektif di

dalan  menangani   pemasalahan   yang   tinbul   dalan   system   keuangan

sehingga  dapat  lebih  menjamin  tercapainya  stabilitas  sistem  keuangan

Pengaturan dan pengawasan terhadap kesei`LTuhan kegiatan j asa keuangan

tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Selain    pertimbangan-pertinbangan   terdahulu>    Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakinifdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang  Nomor   2

Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  atas--Undang-Undang  Nomor  23
•Tahun    1999   tentang   Bank   Indonesia   menjadi   Undang-Undang,   juga

mengamanatkah  pembentukan  lembaga  pengawasan  sektor jasa  keuangan

yang men;akup perbankan> asuransi, dana pension, sekuritas, modal velitura

dan      perusahaan       pembiayaan,       serta      badan-badan       la].n      yang

menyelenggarakan  pengelolaan   dana  masyarakat.   Lembaga  pengawasan

sektor jasa keuangan tersebut di  atas pada hakikatnya merupakan lembaga

bersifat independen dalam menj alackan tugasnya dan kedudukarmya berada
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di   luar   pemerintah.   Lembaga   ini   berkewajiban   menyampaikan   laporan

kepadaBadanPemeriksaKeuangandanDewanPerwakilanRakyat.

LembagapengawasansektorjasakeuangandalanUndang-Undang

iri  disebut Otoritas Jasa Keuangan.  Undang-Undang tentang Otoritas Jasa

Keuangan  pada  dasarnya  memuat  ketentuan  tentang  organisasi  dan  tata

kelola  teover#¢#ce)  dari  lemt`aga  yang  meinliki  otoritas  pengaturan  dan

pengawasanterhadapscktrojasakeuangan.
Keberadaan  lembaga  9toritas  jasa  keungan  diamanatkan  oleh

Undang-undangNo.3Tchun2004tentapgBanklndoneisa.Pasal34ayat(1)

Undang-UndangNomor3tahun2004menentukan:
`Tugas mengawasi Back akan dilakukan oleh lembaga pengawasan

sektor  jasa   keuangan   yang   independen,   dan   dibentuk   dengan

undang-undang"

Terintegrasinya  peraturan  di  bidang jasa  keuangan juga  penting

dalanran9kamewujudkantujuandanfungsidibentuknyaOJKsebagaimana

diamanatkan  dalaam  Pasal  4,  5  dan  6  Undang-Undang Nomor  21  tahun

2011 tentalig OJK sebagai berikut:

Pasal 4
0JK  dibentuk  derign  fujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam
sektor jasa keuangan:
a.   Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
b.   bMe¥eT:jT#t:Ti:ndks::b];;[S:::  keuangan  yang  tunbuh  secara

c.   Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5
0JK     berfrogsi     menye!enggarakan     sistem     pengaturan     clan
pengawasan  yang  terintegras].   terhadap  keseluruhan  kegiatan  di
dalam sektor j asa keuangan.

Pasa] 6
0JK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap.
a.   Kegiatanjasa keuangan di sektor perbankan
b.   Kegiatanjasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c.    Kealatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pension,

Lembaga Pembiayaan, dan L`embaga Jasa Keuangan Lainnya.
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Terintegrasinya     peraturan     juga     penting     dalan     kaitarmya

terpisahnya    antara    pengawasan   #"croprz4de#/7c/    dengan    pengawasan

%4crapr2tde#f"/  sebagaimana  yang  diatur  Pasal  7  UU  OJK.  Kerancka

keterkaitan  antara  2  (dua) jenis pengawasan  ini  diperlukan  sehingga  tidak

menimbuucanwilayahtidakbertuan.Rlsikoyangditimbulkanakibatadanya

wilayahtakbertuanleblhtingddibandingkanbiayayangditimbukanakibat

adanya tumpang tindih peraturan.

Undang-UndangOJKtidakmemberikandefinisitentangpengawasn

arj.crap"de#fzcl/ maupun definisi tentang pengawasan fflczc7.apr%de#fj4/.  UU

OJK  hanya  menetapkan  bahwa  pengawasan  roJ.cropr%de7tfja/  difokuskan

padakesehatanindividubankdenganlnelatananalisiskesehatanneraca
bank khususnya terkait dengan kecukupan modal  dalan menchadapi  siklus

usaha.Tujuanpengawasan%j.crojz%d""adalahmelindunginasabahdan

menurunkan~..`ancalnan    efek    menular        kebangivtan    bank    terhadap

perekonomian.   Sedangkan   pengawasan   perilaku   bisnis   terkait   dengan

perilaku  bank  terhadap  nasabahnya  let)ih  difokuskan  pada  perlindungan
konsunen melalui  keterb'ckaan  infomasi,  kejujuran,  integritas  dart prcktik

bishis yang adi|4.

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua,

yaitu lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR

(ununi  dan  syatirfu).  Lembaga keuangan nonbank meliputi  perasuransian,

pasar modal, perusahaan pegadaian,  dana pensiun, koperasi,  dan lembaga

|`enjaminan dan pembiayaan.  Perusah^aan yahg dapat dikatagorikan sebagai
lembaga  pembiayaan  antara  lain  perusallaan  sewa  guna  usaha  (/ec!SJ7?g/,

perus.ahaan pemb`iayaan konsunen, dan perusahaan modal ventura.
ReLmlasi   dan   supervisi   terhadap   lembaga   keuangan   bank   dan

nonbank   selama   ini   ditangani   oleh   institusi   yang   berbeda.   Lembaga

keuangan  bank  diatur  dan  diawasi  oleh  Bank  Indonesia  (81),  sedanBkan

lembaga  keuangan  nonbank  seluruhnya  diawasi  oleh  Bepepam-LK-sebuah

4  Musto-.in  Andika  Hemdra.  Otori{ci5 _Jasq _Keuan8an  Sebagai  Solusi  Sistem  Ekonomi  Nasional=
Jurinl Perspektif, Vol. Vm No.  I Maret 2010, hlm. 65
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lembaga  yang  bemaung  di  bawah  Kementerian  Keuangan.  Regulasi  dan

superv].si  sektor  perbankan dilaksanakan  oleh Bank Indonesia berdasarkan

amanat UU Nomor 6 Tahun 2009. Sektor perbankan diatur dan diawasi oleh

81 karena sektor tersebut memiliki pertautan erat dengan kebij akan moneter.

Mengawasi  dan  mengatur  sektor  perbankan  merupakan  salah  satu  fugas

untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah.

Namun,  sejak berlrfunya Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2011

tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (UU  OJK),  pada  22  November  2011,

kebijakan  politik  hrfu  nasional  mulai  mengintroduksi  paradigma  baru

dalam  menerapkan  model  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  industri

keuangan   Indonesia.   Berdasarkan   UU   OJK   tersebut,   pengaturan   dan

pengawasan  lembaga keuangan menjadi  kewenangan  OJK.  Sesuai  dengan
Pasal  5  UU  OJK,  OJK  memilrfu.  fungsi  untuk  menyelenggarakan  sistem

pengaturan  dan. -pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di
dalam  sektor jasa keuangan.  Melalui  Pasal  5  -lJU OJK tersebut,  Indonesia

akan  menerapkan  model  pengaturan  dan  pengawasan  secara  terintegrasi

(j.#/eg7.czfjo# czjaproachJ,  yang berarti  akan meninggalkan model pengawasan
secara   jnstifusional.   Dengan   diberlakukarmya   UU   OJK,   selumh   fungsi

pengaturan  dan  pengawasarl  terhadap  sektor  keuangan  yang  hini  masih
tersebar di 81 dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam OJK5.

Kendati  demckian,  kebijakan  baru  ini  telah  menyisakan  keraguan

dan  kekhawatiran  di  benak  beberapa  kalangan  dalam  kaitannya  dengan

efektivitas    OJK.    Sebagaimana    diketahui,    §alah    satu    alasan    utama

penggabungan otoritas regulasi dan supervisi yang diintrodusir OJK tersebut

adalah  dalain  rangka  mewujudkan  efesiensi  dan  memicu  perkembangan

]embaga  keuangan.  Namun,  menurut  beberapa  kalangan,  belum  terdapat

suatu   bukti   empiris   mengenai   keunggulan   dari   penggabungan   otoritas

pengaturan   dan   pengawasan   tersebut   terutama   balk   dari   sisi   mikro

prudensial  maupun  dari  sisi  stabilitas  sistem  keuangan.  0leh  karena  itu,

salah  satu  tantaiigan  serius  yang  harus  diperhatikan  adalah  bagaimana

5 It,ld
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membangun kepercayaan masyarakat bahwa OJK akan mampu menj alankan

perannya secara baik6.

81 yang diberikan tanggungjawab untuk menciptakan stabilitas nilal

tukar     rupiah    tentu     akan     menemukan    kesulitan     untuk    memenuhi

tanggungjawab tersebut apabila tidak memiliki kewenangan mengawasi bank

seperti  tercermin  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  3  Tanun  2004

tel]tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor  23  Tahun  1999  tentang Bank Indonesia.  Kemudian  dalaln Pasal  8

juga disebutkan bahwa 81 menetapkan  3  (tiga) tugas 81,  yaitu  :  Perf¢7%a,

menetapkan  dan  melaksanakan  kebijckan  moneter;  Kec7%4,  mengatur  dan

mengawasi  bank.  0leh karena  itu pelaksanaan  amanat  Pasal  34  Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah

Pengganti.rdtJTfid'ang-Undang Nomor  3  Tahun  2004  teritang  Peruoahan Atas

Undang-Undang Republik  indonesia Nomor 23  Tahun  1999  tentang Bank

Indonesia   dengan   membentck   OJK   berpotensi   menyulitkan   81   dalan

mencapai  tujuan  yang  diamanatkan  oleh  undang-undang  tersebut  karena

undang-undang tersebut te}ah  mengamputasi  salah  satu  instrulnen  penting

yang  dinlikj  oleh  81  dalam  mencapat  tujuamya;  Kefjgrf,  mengatur  dan
mengawasi sistem pembayaran7.

TerbentuinjaL  OJK  yang  kewenangarmya  tidak  hanya  mengawasi

bidang perbankan saj a tetapi juga mengwasi perusahaan-perusahaan sektor

jasa  keuangan  lainnya  yang  meliputi  asurari;i,   dana  pensiun,  sekuritas,
modal  ventura,  dan  perusahaan  pembiayaan serta  badan-badan  lain  yang

•      menyel5nggarakan     pengelolaan     dana     masyarakat     tentunya     sangat

membutulkan     dilakukannya     s.inkronisasi     dan     harmohisasi     berbagai

peraturan  perundang-undangan  yang  menyangkut  mengenai   pengawasan
lembaga   keuangan   agar   tidak   menimbulkan   terjadinya   persinggungan

kewenangan, khususnya dengan 81 dalam melakukan pengawasan back serta



untuk   menjaga    independensi    OJK    dalam   melakukan    tugas-tugasnya.

Pemindahan   fungsi   pengawasan  kepada   OJK   dilakukan  karena   adanya

penilaianbahwapengawasanbankyangdilakukanoleh81selamainikurang

efektif,sehinggadengandilckukannyaharmohisasidansinkronisasiberbagai

peraturan   perundang-undangan  yang   menyangivt   pengawasan   lembaga
keuangan  diharapakkan  fungsi  pengawasan  lembaga  keuangan,  khususnya

bank  yang   sekarang   sudah   dipegang   oleh   OJK   dapat   meningkat   dan

dilakukan  dengan  adil  terhqdap  s6mua  institusi  yang  diawasi.   Jika   hal

tersebut   tidak   segera   direspon,    dikhawatirkan   pengawasaan   lembaga

keuangan khususnya bank  sama  saja  dengan dilakckan 81  sehingga tidak

menyelesaikanmasalahmalahanyangterjadiadalahmemindahkanmasalah

yang  sana  kepada  lembaga  lain  yang  dibentuk  dengan  anggaran  negara

yangbegitubanyak8.
Be'rdasarkan  hal-hal  di  atas,  maka  peneliti  merasa  tertarik  untuk

melatan penelitian terkalt pengaturan  dan pengawasan bank oleh OJK,

sehingga  peneliti  mengan8kat  penelitian  yang  berjudul  "KEWENANGAN

OTORITAS      JASA      KEUAVGAN      DAIAM      PENGATURAN      DAN

PENGAWASAN DI SEKTOR PERBANKAN".

8. Perumusan Masalah

Berdasarkck   latar   belakang   di   atas,   maka   dapat   dirumuskan

beberapa pemasalahan, yaltu :

I.  Bagaimanakah   kewenangan   Bank   Indon-esia   dalan   pengaturan   dan

pengawasan di scktor perbankan?
2. ``Bagaimanakah kewenangan OJK  dalam pengaturan  dan pengawasan  di

sektor perbalikan?

C. Tujuan rmusus

Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
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1.  Untuk  mengkajj   dan  menganalisis  kewenangan  Bank  Indonesia   dalam

pengaturan dan  pengawasan di sektor perbankan.

2.  Untuk men8kaji dan menganalisis kewenangan OJK dalam pengaturan dan

pengawasan di sektor perbankan.

D. Urgensi (keutamaan)
Adapunbeberapakeutamaanyangdapatdiperolehdaripenelitianini

adalah sebagai berikut:

1.  Manfaat Praktis

Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bemanfaat  bagi  dunia

perbankan  dan  OJK  agar  dapat  mengetahui  kewenangan  otoritas  jasa
keuangan   dalan   pengaturan   dan   pengawasan   di   sektor   perbankan

sekaligusdenganadanyapenelitianininasabahbankdapatmengetahui.

2.  Manfaat.:.¥e'9ritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menanbah imformasi  atau

wawasan dan pengetahuan mengenai  dunia perbankan, khususnya  dalan

membahas   permasalahan   seputar   kewenangan   otoritas  jasa  keuangan

daiam   pengaturan   dan   pengawasan   di   sektor   perbankan   dan   hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sunbangan pemikiran ihiah
bagi   pengembangan   iinu   pengetahuan   hukum   pada   umumnya,   dan

pengkajian hukun inususnya yang berkaitan dengan kewenangan otoritas

jasa keuangan dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan.
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BABH

TINJAUAN PUSTARA

A. Pengertian OJK
Pasal1angka1UUOJKmenyebutkanbahwaOJKadalahlembaga

yarigindependendanbebasdaricampurtanganpihaklain,yangmempunyai
fimgsl,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan

penyjdkansebagaimanayangdimaksuddalamUUOJK9.

8.LatarBelakangTerbentuknyaOJK
Menurut  Adrain  Sutedi,   ada  3   |tiga)  hal  yang  melatarbelakangi

10

1.PerkembanganindustrisektorjasakeuangandiIIldonesla;

2.  Pernefsalahan lintas sektoral industri j asa keuangan; dan

3.  Amanat Pasal 34 UU 81 yang merupckan respon dari krisis Asia yang

tebadi pada tahun  1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap

Indonesia, khususnya sektor perbankan. `

pembentukan OJK, yaitu:

C. Status dan Kedudukan OJK
OJK  melupakan  lembaga  yang   independen  dalam  melaksanakan

tugas dan wewenangrfy`a, bebas dari canpur tangan pihck lain, kecuali untuk

bal-hal  yang  secara  tegas  diatur  dalam  UU  OJK.   Sehingga  setiap  pihak

dilarang  campur  tangan   dalan   pelaksanaan 'tugas   dan  wewenang  OJK.

Maks`Jdnya adalah bahwa untuk menjamin ters91enggaranya pcngaturan  clan

pengawasan  sektor jasa  keuangan  yang  optimal,  OJK  harus  dapat  bekerja
secara indpenden dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya.

0leh karena itu, setiap pihak, kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalan UU

9 Adrian Sutedi, ,4spez fJztham O/ori./as Jascr Kencngc7#, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 20 i 4), him.36
10 It'id

\



OJK  tidak  diperkenankan  untuk  turut  campur,  baik  langsung  maupun  tidak

langsungdalampelaksanaantugasdanwewenangOJK}].

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai

bahwa OJK tidak menjadi bagian dart kekuasaan  Pemerintah  Namun, tidak

menutup  kemungkinan  adanya  unsur-unsur  perwakilan  Pemerintah  karena

pada  hakikatnya  OJK  merupakan  otoritas  dl   sektor  jasa  keuangan  yang
memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal  ira

otoritas   fiskal   dan   moneter.   0leh   karena   itu,   lembaga   ini   melibatkan

keterwakilanunsur-unsurdarikeduaotoritastersebutsecaraE:x-oLgrc7oJ2.

Terdapat 2  (dua)  aliran  (schoo/ a/ ffeo#gfe/  dalan hal  pengawasan

lembaga   keuangan   secara   teoritis,   di   satu   pihak   terdapat   aliran   yang

mengatakan bahwa pengawasan industri  keuangan sebaiknya  dilaktckan  oleh

beberapa  institusi.  Kemudian  di  pihak  lain  ada   aliran  yang  berpendapat

pengawasatp-Jindustri  keuangan  lebih tepat  apabila  dilakukan  oleh beberapa
lembaga.  Di  Inggris  misalnya  industri  keuangarmya  diawasi  oleh Fj.#ct#c;.oJ

Sapervzso7y£4%ffeorj.ty/FSL4J,sedangkandiiinerikaSerikatindustrikeuangan

diawasi   oleh  t>eberapa   institusi.   SEC   misalnya   mengawasai   perusahaan

sekuritas  sedangkan  industri perbaiikan  diawasi  oleh bank sentral (Jfee Fec{),

FDICdanOCC.Alasandasaryangmelatarbelakangikeduaaliaraniniadalah

kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut.  Juga,

seberapadalamkogivefgensidiantaralembaga-lembagakeuangan.Darisudut

sistem,terdapatduasistemperbankanyangberlaku,yaitucomfflerc/.a/Gcl7cfrz.ng

system  dari    universal  banking  system.  CorrmOrcial  banking.  scpeni  ytm8

berlaku  di  negara  kita  dan  di  drerika  Serikat  me]ara]lg  I)amc  melakukan

kegiatan usaha keuangan non bank seperti  asuransi.  Hal ini berbeda dengan

"73j.tJerLs'a/  Gcz72frz.72g,  dianut oleh  antara  lain negara-negara  Eropa  dan jepang,

yang  membolehkan  bank  melakukan  kegiatan  usaha  keuangan  non  bank

Seperti ;.72ves/772e#/ bc¥#*j.#g dan asuransi t3.

!t Site;npul Zulkarnain, Op. Cit.
12 foid
]3   http://ww.Ifip.org/english/pd£/bali-seminar/masalch   sistem   keuangan   dan   Perbankan   anwar
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Selanjutnya, selain alasan sistem perbankan yang berlaku yang juga

menjadidasarpertimbanganadalahseberapadalamtelahteljadikonvergensi

pada   industri   keuangan.    Konvergensi   yang   dalam    akan   menyebabkan
munculnya  masalah  kewenangan  regulasi.  Hal  ini  terjadi  karena  produk-

produk   yang   dihasilkan   lembaga-lembaga   keuangan   sudah   sedemikian
menyatunya   sehingga   sulit  menentukan   apakah   suatu   produk   keuangan

tertentu  dihasilkan  oleh  industri  perbankan  sehingga  diregulasi  oleh  bank

sentral  atan  produk  perusahaan  sekuritas  dan  hams  tunduk  pada  regulasi

Bapepam.   Dengan   diserahkannya   kewenangan   pengawasan   kepada   satu

instansimakamasalahkewenanganregulasitersebutakanterpecahkan.

Dalan  pasal  1   ayat  (1)  UU  OJK  disebutkan  bahwa  OJK  adalah

lembaga yang  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang

menpunyai    fungsi,    tugas,    dan    wewenang    pengaturan,    pengawasaii,

pemeriksa`d:a+`,edanpenyidikan?sebagaimanadimaksuddalanUUOJKini.Dari
Pasal  1  ayat (1) teisebut diketahui bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar

keselurthan  kegiatan  di  dalan  sektor  jasa  keuangan  dapat  terselenggara

secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel,  mampu mewujudkan  sistem

keuangan   yang   tumbuh   secara   berkelanjutan   dan   stabil,   dan   manpu

melil`_dungi kepentingan konsunen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui

adanya   sistem   pengaturan   dan   pengawasan   yang   terintegrasi   terhadap

keseluruhan  kegiatan ?di  dalam  sektor  jasa  keuangan.  OJK  melaksanakan

tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor

perbankan, pasar modal., perasuransian, dana pefisiun, lembaga pembiaya an,
dan  lembaga  jasa  keuangan  laimya,  antara  lain  melakukan  pengawasan,

pemeriksaan,    penyidikaan,   perlindungan    koasunien,    dan   tindakan   lain
terhadap Lembaga Jasa Keuangan> pelaku, dan atau penunjang kegiatan j asa

keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan  di

Sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa

Keuanganl4.
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Selain  peralihan  kewenangan  yang  secara  jelas  diatur  dalan  UU

tentang  OJK,  diatur  pula  hubungan  kelembagaan  dan  kerja  sama  antar

lembagamengingatterdapatbeberapamasalahyangsangatsignifikanterkait

proses  penelitian  ini.  Sebagaimana  dianut  oleh  Bank  Indonesia,  OJK juga

merupakan   lembaga   yang   independen   dalan   melcksanakan   tugas   dan

wewenangnya,  t>ebas  dari  campur tangan  pihak  lain,  kecuali  untuk hal-hal

yang secara tegas diatur dalan Undang-Undang tentang OJK.  Pengecualian
inisekalipun,seharusnyatidakmengurangiindependensiOJK.

Pengawasan terhadap bank pada dasarnya dibangun atas tiga pilaf:

regulasi, monitoring dan sanksi. Jika dianalogikan sebagai manusia:  regulasi

ituadalahbadan,monitoringitusebagaikepala(akal,mata,dantelinga),dan

penegakanhukun(sanksi)menjadihatinuraninya.Agarefektif,kondisiketiga
elemen  yang  terintegrasi  tersebut  harus  senantiasa  dipelihara  agar  sehat

(So%nd/  danedifungsikan secara -tepat  ¢7.aperJ.  Sistem perbankan itu sendiri
dapat  diibaratkan  sebagai  suatu  bangunan  yang bersendikan  tiga  pllar  itu.

Jika  salah  satu  pilarnya  lemah  atau  kurang  kukul,  malka  dia  akan  mudah

roboh dan mudah dimasuki atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab.Keberhasilansebagailembagapengawasbanktidakakan

bejalandengansendirinyahanyadenganreorganisasiataupemisahanfungsi

pengawasan  dari  bank  sentral.  Keberhasilan  itu  mempakan  produk  yang

dikemban8kandarisuatifilosofiorientasipasaryangfleksibel.Hanyadengan

menjadi   suatu   lembaga  yang  berintegrasi   tinggi.   Dinamis,  po/i.cy-c7rive#,

berkemampuan  riset  yang  kuat, /onyard  /oofrj72g,.  dan  7#crrAe/ ¢!.e7€c7ry  serta

Senantiasa   belajar   /7ecz7~#;.ng   org¢#/.zcrfJ.o#)   paqa   aknimya   aKari   t.erhasil

elcksanakan tugas yang diamanatkan oleh rakyat dan menj adi lembaga yang

kompeten dan independen] 5.

Istilah otoritas dalan penamaan lembaga pengawas sektor keuangan

ini  pun  untuk  mencerminkan  bahwa  ]embaga  tersebut  menjalankap  fungsi

ngaturan (regulasi) dan fungsi pengawasan (supervisi).  Jika dibandingkan

15    http://ekonomi.kompa§iana.corfuoneter/2012/05/03/sedikit    menilik    otoritas   jasa    heuangan

tunNo.21tentangotoritasjasakeuangan/,diaskespadatanggal02Aprfu2015,padapukul10.00.
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dengan konsep serupa di negara lain maka konsepsi struktur pengorganlsasian

OJK  memiliki  kesamaan  dengan  struktur  pengorganisasian  pengaturan  dan

pengawasan sektor jasa keuangan di Korea Selatan yang memisahkan fungsi

pengaturan  /reg2f/czfor/  yang  dilakukan  oleh  F!.7ccz#cz.cz/  Servjces  Cofflmisz.o#

dari    fimgsi    pengawasan    /s%pervJ-Sor)    yang    dilakukan    oleh    Fj.#cz#cz.c7/

SapervJ.gory ServJ.ce.  Nanun,  OJK  di  Indonesia nantinya memisahkan fungsi

pengaturandanfungsipengawasandidalamsatuorganisasiyangpadafungsi

pengaturan  akan  dilaksanakan  oleh  Dewan  Komisioner,  sedan8kan  fungsi

pengawasan dilaksanckan oleh 3  (tiga) Pengawas yang berdiri  sendiri yaitu
Pengawas   Perbankan,   Pengawas   Pasar   Modal,   dan   Pengawas   Industri

KeuanganNonBank.KesemuanyaituterintegrasidalamsatuorganisasiOJK.

Dewan  Komisioner  sebagai  organ  tertinggi   OJK  melakukan   pula  fungsi

pengawasanterhadapketigalembagapengawasdimaksud]6.
I-`.Kfiusus   untck 'pengawasan   Perbankan,   konsepsi   model   0JK   di

Indonesia  memiliki  kelniripan  dengan  medel  pengawasan  perbankan  yang

diterapkan    di    Jeman    di   mana   83£#c7esGa#fr   masih    dapat    melakukan

pengawasan     terhadap     perbankan    bersama     dengan    8%#c7es6c}7zfr    ,"
Finanzdienstleistungsarfsicht  (BAFIN).  Demfldan  pula  di  lepang  di  man&

B¢72fa o/Jczj7¢# juga masih dapat melakukan pengawasan terhadap Perbankan

bersama dengan /czpa# Fz.#a#cj-c!/ ServJ.ces z4ge#ey r/ZTS4J.  Dengan demikian,

di   Indonesia   nantinya,€`T;Bank   Indonesia   sebagai   otoritas   moneter   dapat

bersama-sama dengan OJK melaksanakan pengawasan terhadap bank dengan

menyampaikan  penberitahuan tertulis  kepada  OJK,  bahkan Bank Indonesia

juga   diperkankan   untut   bersama   dengari   OJK   melakukan   pemeriksaari
lapangan di  suatu bank  rtj# sjte  ;.#Specfj.072/.  Selain itu, Bank Iridonesi.a juga

lnendapatkan semua akses informasi tentali.g data perbankan dj Indonesia`

Dasar kewenangan OJK dalam peraturan dan pengawasan di sektor

Perbankan dalaln berbagai  /j.ferc#afre  seperti  illmu  poljtik ihau p9merintahan

an  ilmu  hukun  sering kali  ditemukan  istilah  kekuasaan,  kewenangan,  dan

ewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan sebalilknya.

]6 http ://www.bi. go. id/web/id/MoneterITuj uan Keb ij akan Moneter.
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Bahakan  sering  kali  disanakan  dengan  wewenang,   otomatis     wewenang

disanakan  pula  dengan  kekuasaan.   Tetapi  jelas  bahwa  ilmu  politik,  ilmu

pemerintahandanilmuhu]qmobjekkajiarmyaadalahNegara.
Prajudi   mengatakan   perlunya   membedakan   antara   (compefa7zce,

6evoefefeej-cD,   walaupun   dalan   praktiknya,   perbedaan   tidak   selalu   perlu,

kewenangan apa yang disebut kekuasaan fomal, kekuasaan yang berasal dari

kckunsaan   legislative   (diberi   oleh   undang-undang)   atau   dari   kekuasaan

eksekutif e administrative.

Secara yuridis, menurut Indroharto" pemgertian we`.venang adalah

kemampuan  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang  -  undangan  untuk

menimbun[an akibat hukum yang sah.

Menurut Harbet A.  Simon]8 wewenang ada]ah suan kekuasaan yang

mengambil     keputusan     yang     berkaitan     dengan     hubungan      antara

atasan/pimpinan dengan bawaliam  Hal  senada juga diberikan oleh jM. arbun.

S.F  yang mengatakan bahwa wewenang  adalah kemarnpuan bertindak yang

diberikan  oleh  undang-undang  yal]g  berlaku  untuk  melakukan  hubungan-

hubungan  hukun.  Badan   atau  Pejabat  Tata  Negara   dalan  memperoleh

wewenang tersebut dapat melalui  dua  cara  pokok yaitu melalu  atribusi  dan

delegasi.Selainwewenangdimaksudjugadiperolehmelaluimandat[9.

Ada   tiga   konsep   kewenangan   yang   dimiliki   pemerintah   dalam

menbuatkeputusanyaich-;

a.    Atribusi  adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undan  itu

sendiri kepada  suatu  organ pemerintah baik'yang sudah  ada  atau yang

baru s¢rma sekali.

b.    Delegasi   adalah   penyerah   wewengan   yang   di   punyai   oleh   organ

pemerintahan  pada  organ  lain,  dan  dalam  delegasi  mengandung  suatu

unsur penyerah an.

IT Tmdrohato> Usaha. Memahaivi Undangf]_-Unqgrig Tent?n.g Per?9!a,n.Tala.y.s.aha Negara, Buku

.?e#£eb¥az.%f:ao'##;;ke,ra4'£#;?Sa#:'5,S##:aafa?„JBalmcm#t9ar9:,']hiakmJa:4ig89,.hrfu.128.
t9~-5g|i -i.;i;;:isith,   Pelimpchan   Kewen;angan   PemerintGh   Daerah   Kepeda   Pemerintah
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a.    Msalnya:  apa  yang  semula  kewenangan  A,  untuk  selanjutnya  menjadi

tanggungjawabpenerimawewenang.

c.    Mandat, adapun pada mandat tidak teljadi suatu pemberi wewenang baru
maupun  pelimpahan  wewenang  dari  Badan  atau  Pejabat  Tata  Negara

yang  satu  kepada yang  lain,  karena  tanggung jawab  kewenangan  atas
dasar  mandate  masih  tetap  pada  pemberi  mandate,  tidak  beralih  pada

yangdiberikanmandat2°.
Kewenangan dapa.t diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi

dan  delegasi.  Atribusi  adalah  wewenang  yang, meekat  pada  suatu jabatan.

Kalau  kita  berbicara  tentang   delegasi   dalam  hal   ada  pemindahan   atau

pengalihan  suatu  kewenangan  yang  ada.  Apabila  kewenangan  itu  kurang
sempuma, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu, tidak

sah menurut hukun.
-   ``r`.`+.='€`~o|;h` sebab  rfu,  pe-ngertian-pengertiari  atribusi  dan  delegasi  adalah+

alat-alat  pembantu  untuk memeriksa  apakah  suatu  badan  berwenang  atau

idak. Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan  atau

pengalihtanganankewenangan.Disinimanganutjanji-janjikeriaintemantara
enguasa  dan pegawai.  Dalan hal-al  tertentu seorang  pegawaj  memperolch

eweflzLng[an   untuk   atas   nana   si   penguasa,   misalnya   Seorano   menteri,

enganbil  keputusan-keputusan  tertentu   dan  menandatangani  keputusan-

keputusan tertend2'.¥`.`bari penjelasan tentang konsep kewenangan agar tidak

mencampur  adukkan  pengertian  serta  istilah  kekuasaan,  kewenangan  dan

ewenang,   dan   dapat   menempatkan   kata   tersebut   pada   konteks   yang

ebenarnva.

20 Syaripin Pipin dan Jubadah, .Pemer7.#/.7¢ d¢erc7A  ch. J#do#es7.tl,  Pustaka  Setia,  Bandung,  2005,

2' Phihpus M. Hadjon, Pengo#f¢r fa%l#(in fld#;i.ni..5/rcrsz I;3do#es;a, Gadjah Mada Ulrivcrsity Prc,ss,

2001, him.  130.
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A.   Jenis penelitian
Jehis penelitian yang dilal]kan dalam penelitian ini adalah penelitian

yuridisnormatif,penelitianyangmengkaji/menelitibahan-bahanhukumbaik
bahan hukun primer yang teridiri dari undang-undang, peraturan-peraturan

yang terkait dengan masalah yang ditiliti  dan juga men8kaji. bahan hukum
sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan per.dapat para sarj ana yang

terkalt masalah yang diteliti.

.   Jenis Bahan Hukum.

Dalampenelitianinijehisbahanhulunyangakandikajiadalah:

a.   j3ahan< hukun priner yang terdiri  atas peraturan perundang-undangan,

yurisprudensi atau keputusan pengadilan, yang menunit Peter Mahmud
Marznd22 bahan hukun primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai

otoritas   yaitu   merupakan   basil   dari   tindakari   atau   kegiatan  yang

dilakckan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Adapatin peraturan

perundangan-undangan  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah
Kitab   Undang-Undang  Hukun  Perdata,   Undang-Undang  Nomor   7

Tahun 1992 te'ntifeg Perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2004 tentang Penetapan PP Pengg-anti Undang-Undang Nomor

3  Tahun  2004  tentang  Perubahan   atas  Undang-Undang  Nomoi-   23

Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  dan  Undarg-Undang  Nomor  21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuar.gan.

b.   Bahan  hukun  sekunder  yang  dapat  memberikan  penjelasan  terhadap

bahan hukrm primer yang berupa hasil penel.itian buku-buku teks, jumal

ilmiah, surat kabar, brosur dan berita internet.

22Peter Malrmud Marzuki, Pe#e/I.#.an .H#ha", Jakarta, K3ncana, 2005, I,al.  139.



18

c.   Bahan   hukurn   tersier,   juga   merupakan   bahan   hukrm   yang   dapat

menjelaskanbaikbahanhukunprimermaupunbahanhukumsekunder

yangberupakanusdaneusklopedia.

Metode Pendekatan

Pendekatanyangdilakckandalampenelitianiniadalah.

a.    Pendekatan perundang-undangan (Sfofate 4pro¢c/?)
Pendckan  ini  melalckan  pengkajian  terhadap  peraturan  perundang-

undanganyangmenjaditemasentraldaritemapenelitian23sepertiKitab

Undang-UndangHukurnPerdata,Undang-UndangNomor7Tchun1992

tentangPerbankan,sebagaimanayangtelahdiubalidenganUUNomor

10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  Undang-Undang Nomor  3  Tahun

2004tentangPenetapanPPPenggantiUndang-UndangNomor3Talun
•20'04  tentarig P6rubahan  atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  1999

tentang  Bank  hdonesia  dan  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b.    Pendekatan Konsep (Co#sepf#¢/ 4zapJ.OOC/j)

Konsep daiam  ilmu hukum dapat  diartikan titik tolak  atau pendekatan

bagianalisi.spenelitianhukun,karenaakanbanyakmurLculkousepbari

suatu fnda hukun24.

c.    Pendekatan Arialit-is (A#o/j#.co/ 4pprooch)

Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  cara  memaknai  pada  istilah-istilah

hukun   yang   terdapat   dalan   perundang.-undangan,   dengan   begjtu

peneliti  memperoieh  penelitian   atau  makna  balu  dari   istili.h-istilch
hukun dan lnengrji  penerapannya  secara  praktis  dengan menganal].sis

Pufusan-putusanhukun25.

23|ohrmy   |brchim,   reorJ-

Surbaya, 2005, hha. 255.
dan  Metodelogi   Penelitian  Hukum   Normatif,  Bay`."edra

publishing,

urbaya34i?#hgj='±  vuiianto  Achmad,  lira/,sine  pee%e/"  H!tA]zur  IVormo#/ a  E#PJ.n.S,  Pustaka

e]ajar.2`5'[ObgT2L`09,hhn.187.



Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengunpulan  bahan  hukum  dalam penelitian  hukum  normatif

dilakukan  dengan  studi  pustaka terhadap  bahan-bahan  hukum baik  bahan

hukunprimer,bahanhukunsekunder,maupunbahanhukumtersier26.

Tehnik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah  bahan  hukun  dikunpulkan  tahap  selanjutnya  adalah  tahap

pengolahan bahan hukun yaitu' mengelola bahan hukum ,secara  I untut dan
sistimatis  sehingga memudahkan peneliti melakukan  analisis.  Untuk bahan

hukun  diolah   dengan   melakukan   sistimatisasi   terhadap   bahan   hukun

tertulis.  Dalam  hal  ini  pengolahan  bahan  hckum  dilakukan  dengan  cara

seleksi bahan hukun kenudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan

bahan  hukun  secara  logis  artinya  ada  hubungan  dan  keterkaitan  antara

baiianhukunyan.gsatudenganbah`anhuk`rilaimya.

Analisis Bahan Hukum                                                                                  ~

Analisis yang digunakan dalam peneli`Lian ini dilakckan adalah analisis

presfrip/7/   yaitu    si fat    analisis    ini    dimaksudkan    untuk    memberikan
argon.entasi  atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di  sini

dilakukan oleh peneliti untck memberikan preskripsi atau penilaian mengenai

benar atau salah fp£=yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau

Peristiwa hukum dari basil pene|itian27.

26 Ibid.
27 foid, him.  184.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan  Bank Indonesia  Dalam  Pengaturan  Dan   Pengawasan  Di
Sektor Perbankan

Bank Indonesia sebagai bank sentral,  cikal bakalnya berasal  dari  De

Javasche Bank,  satu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas  yang

pada  tahun  1828,  mendapat  hak  ocfro"  sebagai  bank  sirkulasi.  Setelah

proklamasi,   ada   "gagasan   untuk   mendirikan   Bank  Negara   Indonesia,
terutamadilandasiolehpemikiranbahwaselanamasapemerintahanHindia

Belanda,6angsalndonesiatidakmemilifebanknasionalnyasendiri''.28Niat

untuk mendirikan Bank  Indonesia  yang  akan  mengeluarkan  dan  mengatur

peredaran uang kertas, terhambat oleh adanya aturan fomal karena harus
ditetapkan  dengan  undang-un,clang,  maka` kemudian  didirikanlah  "Poesat

Banklndonesia"sebagaisatuyayasan,berdasarkanAkteNotarisNo.14R.M.

Soerojo, Notaris di Jakarta, tanggal 9 0ktober /945.  Pembentukan Jajasan

Poesat Bank  Indonesia  ini  sebagai  langkah  awal  dalan  menbenfuk Back

Indonesia  sebagaimana  dinaksudkan  oleh  penjelasati  Pasal  23  Undarig-

Undar-g Dasar 194529.

Berdasarkan  Undang-Undang No.2  Prp.  Tahun  1946,  tanggal  5  Juli

1946, maka dibentuldch Baulc Negara Indonesia setelah Jajaran Pusat Bank

Indonesia ikut dilebur kedalam Bank Negara Indonesia.

Fungsi  dari  Bank  Negara  Indonesia  ini` buntan  hanya  bank  sentral
Pemerintah, tctapi juga adalflh bank kolnersial dan bank .Industri. Kemudian

setelah   konferensi   Meja   Bundar,   dilakukan   nasiona]isasi   terhadap  .De

Javcrs€fee Bank sehingga menjadi Bank Indonesia dan bertindak sebagai bank

sentral.

28 PT . Bck NegaAIa hodonesia (Perse[o)..  \996, Melanghah ke Masa Depan Dengan Keari.flan Masa

fu,BankBN150TchunEmas,Elm.10                                                                         ._        .....   n     .,,. _
290eyBengTo:1991,SejarahKebijakanMoneterlndonesia,DalalnMagadirlsmail,Bo,yl4-/#doJle€J.a

_, -__` -``` -V  `_-.-___ _ ---, ___-_

2Pe#deusj.,  Adrunf¢aeJI-run  cfa#  rra#£pat.ausi.,  Fakultas  Hukum  Uiiiversitas  Al-Ajha  hdonesia,  Jakar+a
7, him.  153
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Bank Indonesia  sebagai  bank sentral  didirikan berdasarkan Undang-

Undang  No.11  Tahun  1953,   pada  tanggal   1   Juli   1953.  Meskipun  secara

de/czcfo    proses   nasionalisasi    De   Javasche   Bank   telah   terjadi    sejck

dian8katnya Mr.  Sjafruddin  Prawiranegara  sebagai  Presiden De  Javasche

Banksebagaimana  d[sebutkan  da|am feffer "%~ qoI)  11 tan88al  t5

Januari   1998  butir   22   antara   Pemerintah   Indonesia  dan   International

Monetary   Fund  bahwa  Bank  Indonesia   akan   diberi  otonomi   di   dalam

merunuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter.  Untuk  melaksanakan

kesepakatantersebutPresidenSohehartokemudianmemintaBankTndonesia

menyiapkan konsep  independensi  bank  sentral  dalam pengelolaan moneter

dan  konsep  tersebut  kemudian  dituangkan  dalan  Keppres  No.23  Tahun

1998,30  Isi  pokck  dan  Keppres  tersebut  secara  tegas  menyebutkan  bahwa

tugas   benstapan   dan   pelaksanaan   kebijakan   moneter   dilakickan   Back

Indonesia.  Kemudian  dibuat  pula  payung  hukurmya  yaitu  TAP  RER  No.

XvlrmR/1  998,175 tetapi tetap saja secara operasiona] hal ini tidck dapat

dilaksanakan, karena  secara  hukun Keppres tersebut bertentangan dengan

Undang-Ur`dang No.13  Tahun  1968,  maka  Keppres  tersebut  bclun  dapat

dilaksanakan.3L

Sebagai   bukti   kesungguhan   pemerintah   untuk  menyusun  Undang-

undang    tentang ''  I;'-;:ck    Indonesia    yang    independen,    maka    Presiden

mengeluarkan Instrdsi Presiden No.  14 Tahun  1998, tentang Pembentukan

Panitia untck menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Bank Sentral,

yang diikuti oleh Surat Keputusan Menteri K6iiangf,n tentang pembentckan
teanl penyusun Rancangan Undan3Unda ng Bank Indonesia yang te,r.dirt  dan

pejabat    Departemen    Keuangan,    Departemen    Kehakiman`,    Bappenas,
SeLretariat Negara dan Bank Indonesia32.

30 Miiga[dr lsmatl, Bank lndonesig_ I_nq€pcn_d_epsi,  Akuntabelitas  dan Transparansi , Falultas T1`±ikun

Versitas AI-Ajhar Indonesia, Jakarta 2007, hid.  189
31 mid
32 Ibid

\
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Kesungguhan  Pemerintah  unfuk  meunjudkan  Back  Indonesia  yang

independen    dapat    dibaca    dan    pemyataan    Presiden    Habibie    ketika

mengunulnkan  susunan Kabinet Pend]angunan Reformasi  pada tanggal  22

Mei  1998 yang dimasukkan Gubernur Bank Indonesia  sebagai  bagian  dan

Kabinet.HalinisebagaiupayameningkatkanmndependensiBanklndonesia,

karena menurut  Presiden  Habibie  menempatkan  Gubemur Bank Indonesia

kedalam  susunan Kabinet  sebagai  satu  kesalahan yang besar.  Tidak lama

kemudian  Presiden  Habibie  mengununkan  keputusannya  untck  melarang

pemerintah  mencampul  urusan-urusan  Bank  hdonesia  termasuk  dalan
menintakredit.33

Dalan  rangka  mempersiapkan  Rancangan  Undang-Undang  tentang

Bank  Indonesia  sebagainana  diminta  oleh  pemerintah,  Bank  hdonesia

kemudian mengr].ndang banyak ahli termasuk alli hukun, ahii ekonomi dan

praktisi   p6rbankan   untuk  mendiskusikan   dan   menyempunakafl   konsep
Rencana Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang telah dipersiapkan

oleh  Bank  Indonesia.  Bahkan  menurut  Fachry  Ali  dkk,  Presiden  Habibie

secara  khusus  menrinta  bantuan  He'mut  Kohl  Untuk  mengirim  Helmut

Schlesinger  mantan  Gubernur  Bundesbank  guna  membantu  merunuskan

tentangindependensiBanklndonesia.

Dalan   penjelasan   Menteri   Keuangan   mewakili   Pemenintah   yang

disanpaikan  dala'mfkapat  Panipuna  DPR-RI,  Tanggal  13  Januari  1999

mengenai Rancangan Undang-undang tentang Bank  Indonesia,  dinyatakan

bahwa tujuan Bank Indonesia yaifu mencapai-.rnemelihara  kestabilan nilai

rupiahtersebutmakafugasBankh.donesiaada'ahmenetapkan:

a.  Menetapkan dan melaksamkan kebij akan in_oneter;                 `

b.  Mengatur dan mcnj aga kelancaran sistem pembayaran.

Adapun status Bank Indonesia dinyat,clan  sebagai  "..Iembaga negara yang

otonom,   bebas   dari   campur  tangan   Pemerintah   atau   dan   pihak-pihck

33 Magadir |smail, fold, hlm.  190
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|ainnya,  kecuali  untuk hal-hal yang  secara tegas  diatur  dalan Rancangan

Undang-undangini".34

Koordinasi  mengenai  kebijakan  moneter,  serta  ket]ijakan  dan  sektor

riil, dinyatakan diatur dengan cara:

a.  Pemerintah wajib memlnta pendapat dan mengundang  Gubernur  dalam

sidang  kabinet  yang  membahas  masalah  ekonomi  dan  keuangan  yang

berkaitandengantugasBanklndonesia;

b.  Dewan   Gubemur   memberikan   pendapat   dan   pertimbangan   kepada

PemerintahmengenaiRAPBNsertakebijakanlainyangberkaitandengan

tugas Bank Indonesia;

c.DalanrapatDewanGubemuryangmenetapkankebijakanmonetersetiap

bulan  dapat  dihadini  menteri  yang  mewaldli  Pemerintah  dengan  hak

bicaratanpahaksuara.35

Dalan penjelasan ihi Menteri Keuangan juga menyampaikan baliwa

dalam  rangka  memenuhi  tuntutan  masyarakat  akan  transparansi,  Dewan

Gubernur diwajibkan menyanpaikan laporan kepada Presiden yang terbuka

bagimasyarakatpadasetiapawaltaliunanggaran,yangmemuat:

a.  evaluasi     terhadap    pelaksanaan    kebijakan     moneter     pads    tahun

sebelumnya;

b.  rencana   kebijakan   moneter   untuk   tahun   yang   akan   datang  dengan

mempertimban8Kais'`-'-sasaran   laju   inflasi   serta   perkembangan  kondisi

ekonomj dan keuangan. 36

Pada  pokoknya  Bank  Indonesia  sebagai -bank  sentral  memim  tiga

tugas,  yaitu:   (1)  menetapkan  dan  rnela!:sana.kan  kebijakan  ,monetr;   (2)

mengatur  dan  menjaga  1(elancaran  siste_in pembayaran;  +dan  (3)  mengatur

dan mengawasi bank.

Bahwa  dalarn  rangka melaksanckan tugas  mengatur  dan mengawasi

bank,  menurut  keterntuan  Pasal  24  un  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank

Indonesia,  bahwa Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan  dan

34 Loo.  Cit, him.  191
3S lbid
36 Ibid
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mencabut    lzin    atas   kelembagaan    dan   kegiatan   usaha   tertentu   dan

melcksanakan  pengawasan  bank,  dan  mengenakan  sanksi  terhadap  'oank

sesuai   dengan   ketentuan   perundang-undangan.   Dalan   hal   ihi,   tentu

pengaturan  dan peng-awasan bank mengacu pada UU No.  7  Tahun  1992
tentang  Perbankan  sebagainana  telah  diubah  dengan  ur No.  10  Tahun

37

PengawasanterhadapbankolehBankhodonesiasebagaibanksentral

dapat  bersifat  pengawasan  langsung   a`au   pengawasan  tidak  langsung.

MenumtpenjelasanketentuanPasal27UUNo.23Tahun1999tentangBank

Indonesia,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengawasan  langsung  adalah

dalam    bentuk    pemeriksaan   yang    disertai    dengan    tindakan-tindakan
tidak  langsung

pert>aikan.   Adapun  yang   dimcksud   dengan   pengawasan
terutamadalambentckpengawasandinimelaluipenelitian,

analisis, evaluasi

back.
1aporan

Berkaitandenganpengaturandanpengawasanbank,padadasamyahal-hal

yangdapatdilakckanolehotoritaspengawasanmeliputi4kewenangan,yaitu
kewenangan   memberikan   inn    rpower   Jo   /7ce#seJ,    kewenangan   untuk

mengatur   ,¢ower  fo   ,reg#/cI!e/,   kewenangan   untck  mengendalikan   atau

mengawasi  /power o/ co#frow  dan kewenangan untuk mengenckan sanksi

(powertoimposesancti.onf8.
Adapun    keedpa'#`rT  kewenangan    yang    diberikan    kepada    otoritas

pengawasanbanktersebutdapatdiuraikansebagaiberikut:
1.    Kewenangan memberikan izin /power fo /j.ce73S?).

Melalui   kewep_angan   ini  memungkirikan   ditetapkarmya  ketentuan   dan
persyaratan pendirian sebuah back oleh otoritas per`.gawas. Kewenangan
pemberian  izin  :.ni  me"pakan  seleksi  paling  aw'al  terhadap  kehadiran
sebuah bank dengan menetapkan tata cara pi,rizinan dan pendirian suatu
Sank. Pada ununnya persyaratan pendirian bank menyangkut tiga aspek,
yaitu:   (a)   akhlck  dan  moral   calon  pemjlik  dan  pengurus  bank,   (b)
kenampuan menyedickan dana dalam junlch tertentu untuk modal bank,
dan  (c)  ke.sungguhan  dan  kemanpuan   dari  para   calon  pemilik  dan
pengurus  bank  dalam  melakckan  kedatan  usaha  bank.  Kewenangan

3`  He;rmngch~  Huham  Perbanhan  Nasional  Indonesia,
2.011, hlm  175

38 Ibid

Kenc,ana  Prenada  Media  Group,  Jakarta,
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dalan  pemberian  izir.  tersebut  juga  memun8kinkan  otoritas  pengawas
bank mencegah  terjadinya  pendirian  bank yang tidak  didrfung  dengan
modal  yang  cukup,  yang  kurang  dipersiapkan  dengan  baik  atau  yang
dapat digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengurus tanpa
mengivdahkankepentinganmasyarakat.

2.   Kewenangan urfuk mengatur rpower fo regr/are/.
Kewenangan untuk mengatur ini rnemun8kinkan otoritas pengawas back
untuk  rnenetapkan  ketentuan  yang  menyan8kut  aspek  kegiatan  usaha
perbankan dalan ran8ka menciptakan adanya perbankan ya,ng sehat dan
manpu memenul jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ketentuan  yang  dapat  ditetapkan   antara   lain  mencakup  pengaturan
likuiditas  dan  solvabilitas bank, jenis  usaha yang  da.pat  dilakckan,  dan
risiko,atauexpas%reyangdapatdiambilolehbank.

3.   Kewenangan untuk mengendalikan/mengawasi @ower fo co#fro//
Kewenangan    untuk    mengendalikan    atau    mengawasi    ini    adalah
kewenangan   yang   paling   mendasar   yang   diperlukan   oleh   otoritas
pengawas bank.
Pengawasan bank dilcksanakan melalui pengawasan tidak langsung  /o#
s'j.fe  S%pert'j..qz.o#/,  yaitu  pengawasan  yarig dilakukan  melaiul  alat pantau
seperti    laporan    berkala    yang    ,disampaikan    bank,    laporan    hasil
pemeriksaan,daninfomasilairm_ya.Dengandatayangliperolehmela]ui
alat  pantau,  tersebut,  otoritas  pengawas  melakckan  penilaian  terhadap
keadaan usaha dan kesehatan bank.
Selain  melalui  pengawasan  tidak  langsung  tersebut  di   atas.   otoritas
pengawas   juga    dapat   meiaktkan   pengawasan    langsung    /on    sjfe
exa7".7!o/j.o7)  yang  dapat  -rtenipa  pemeriksaan  umun  dan  pemeriksaan
khusus. Pengawasan langsung ini bertujuan -I]ntck memperoleh gambaran
tentangketaatanterhadapperaturanyangberlckusertaunfukmengetahi
apakah  terdapat  praktikyraktik  yang  tidak  sehat  yang  membahayakan

4.feel:::Sanung8aann:S£¥fainbe=ke.nckansanksi/powerfojapoS"¢#J.a"J.
Kewenangan    yang    keempat    ini     merupakan    kewenangan    untuk
menjatuhkan  sanksi  apabila  sebuah  bank kurang  atau  tidck memenuhi
hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan dalain kewenang tersebut di. alas.
Pengcnaan salksi ini dimaksudkan agar balnk melakukan perbaikan atas
kelemchan  dan  penyimpaegan  yang  diiakukarmya.  Deng'an  perkataan
lain,   dalarr   penpenaan  sanksi  olch  otorita®s  pengawas  bank  tersebut
mengandung  unsur  pelnbinaan  agar  slatu  bank .sungguh-sungguh  taat

§:ignkma:nye:gks:#?;aturan  Perundang-undangan  dan  pi msip_prmsip

Berkaitan   dengan   tugas   mengatur   dan   mengawasi   bank,   Bank

Indonesj a sebagai bank sentral berwenang:

39 fold
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1.   Menetapkan    peraturan    perbankan    termasck   ketentuan-ketentuan
perbankanyanglnemuatprinsipkehati-hatian.

2.   Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha
tertentu  dari  bank,  temasuk  memberikan  dan  mencabut  izin usaha
bank,memberikanizinpembukaan,penutupandanpemindahankantor
bank,  memberikan  persetujuan  atas  kepemilikan  dan  kepengurusan
bank,  memberikan  izin  kepada  bank  untuk  menjalankan  kegiatan
usaha tertentu.

3.   Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung
melalul   penyanpaian  laporan,  keterangan   oleh  bank   senta  hasil
pemeriksaantehadapbank,secaraberkalaataupunsetiapwakfujika
diperlukan.

4.   Menugaskan kepada pih.ak lain untuk dan atas nana Bank Indonesia
dalan  melaksanckan  pemeriksaan.  Pihak  lain  yang  melaksanakan
pemeriksaanwajibmerahasiakanketerangandandatayangdiperoleh.

5.   Menerintahkan  back  unthk menghentikan  sementara  sebagian  atau
seluruh kegiatan transaksi  tertentu  apabila menurut penilaian Bank•      Indonesia terhadap suatu fr¢#soky. patut diduga merupckan tindakan

pidana di bidang perbankan.
6.   Melakukan  tindakan  tertentu  sebagai   akibat  dari   peniiaian  Bank_

Indonesia    terhadap    suatu    bank    atas    kegiatan    yang    dapat
membahayakan   usaha   bank   tersebut   dan/atan   sistem   perbankan
secara keseluruhan.   ..`

7.   Tu3as  mengawasi  bank  akan  dilakukan  olch  lembaga  pengawasan
sektorjasakeuanganyangj7ec7epe#de#dandibentukdenganundang-
undan8.

8.   Meiigatur  dan mengelriban8kan sistem  infonnasi  alitar  bank.  Sistem
informasi dapat dilalckan sendiri oleh Bank Indonesia dali/atau oleh
pihaklaindenganpersetujuanBanklndonesia.

9    ¥ee¥::¥g:Ld:¢gasn].4oterhadap   bank   Sesuar    dengan    ketentuan

Di indonesia, berdasarkan Undang-Undaig.No. 23 Tahun 1999 tentang

Back lndoliesia dan Undang-LTndang b-a.  3 Tahun 2004 tentang Perubahan

AtasUndang-UndangNo,23Tahun1999tentangBacklndonesia,ditentckan

bahwa Bank Jnuonesia sebagai ctoritas pernbim dan pengawas perbankan

di Indonesia mempunyai wewenang melakukan pembir`.aali dan pengawasan

bank.   Pelaksanaan   pengawasan   olen  Bank   Indonesia   tersebut   melipul

keen-pat aspek kewenangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

40 Ibid
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Berkaitan   dengan   itu,   rnenurut   Marulak   Pardede   bahwa   untuk

menciptakanperbankanyangefisien,makaBanklndonesiaperlumendorong

terciptanyasaranayangdapatmenunjangkelancarandalampemberianjasa

perbankan kepada  masyarakat.  Sarana  tersebut  berupa  sarana  penunjang
kegiatanoperasionalbank,yaitu4L:

1.   Lembaga    kliring,    yang    memun8kinkan    bank    melayani    transaksi
pembayarannasabahnyadenganmudah,cepat,dananan.

2.   Pasar  uang  antarbank  dan  pengembangan  surat-surat  berharga  pasar
uang,  yang  rnemun8kinkan bank  memperoleh  pinjanan jangka  pendek
secara  mudali,  efisien,  dan  anan  dalam.  rancka  pengelolaan  likuiditas
yang lebih baik.

3.   Fasilitas c!-jscoav2f wj.#dow, yang memungkinkan bank mendapatkan dana
sementara untuk keperluan Iikuiditasnya dalam keadaan,  di mana back
tersebutsudahtidakmanpumemperolehnyadanpasar.

4.   Sistem.  infomasi  kredit  yang  memungkinkan  back  rnemperoleh  dan
satingmenckarir.fomasitentangkeadaandebitumya.

SejalanT   dengan    Undang-Undang    No.     23     Tahun     1999     dan

Undangundang No.  3 Tahun 2004 tersebut di atas, maka Unclang-Undang

No.   10  Tahun   1998  memberikan  wewenang   dan  kewajiban  bagi  Bank

Indonesia  untuk  membina   serta  melakckan  pengawasan  terhadap  bank

dengan menerripul upaya-upaya, baik yar)g bersifat preventif dalan bentuk

kctentuan-ketentuan,   petunjck  dan   nasihat,  tiimbingan   dan  pengarahan,

maupun  secara  represif  dalam  bentck  pemeriksaan  yang  disusul  dengan

tindakamtindakan pferb~a'ikan, sehingga pada akhimya Bank Indonesia dapat
--i

menetapkan   arah   pembinaan   dan   pengembangan   bank,   baik   secara

individual maupun secara keselunihan.

Selanjutnya,   me+`)genai   masaiah   pembinaan   dan   pengawasan  bank

diter+ckan  dalan keten_tuali_ Pasal  29 'lJndang-Uridang No.  10 Tahun  199S

adalah sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1):
Pembinaandanpengawasanbank-dilakukanolehBankhodonesia.

4]   Ma!ulah   Pardede   chlam   Hermansyali,   Efektiv;`as   Pengawasan  Perbankan

hdonesia, j-urnal Hukun Bisris, Vol. 15 September 2001

\

dalam   Perbankan
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Pasal 29 ayat (2):
Bank  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  balik  sesual  dengan  ketentuan
kecukupan modal, kualitas  aset, kualitas manajemen, likuiditas,  rentabilitas,
solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasa] 29 ayat (3):
Dalan memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan
melakckan  kegiatan  usaha  lairmya,  bank  wajib  menempuh  caracara yang
tidak  merugikan   bank   dan   kepentingan   nasabah   yang  mempercayakan
dananya kepada bank.

Pasal 29 ayat (4):
Unfuk kepentingan  nasabah,  bank wajib  menyediakan infomiasi  mengenai
kemungkinan   timbulnya   risiko   kerugian   sehubungan   dengan   transaksi
nasabah yang dilakukan melalui bank.

Pasal 29 ayat (5):
Ketentuan yang wajib dipenuh oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) ¢itetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam batlan penjelasan dan ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3)

di atas, dikemckal.an bahwa yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat

(1)   ini   adalah   upaya-upaya   yang   dilakukan   dengan   cara   menetapkan

peraturanyangmenyan8kutaspekkelemhagaan,kepemilikan,kepengurusan,
kectatan  usaha,  pelapoi.an,   serf.a  aspek  lain  yang  berhubungan  dengan

kegiatan operasional bank.

Adapunyangdirinaksuddenganpengawasandalamayat(1)inimeliputi

pengawasan tidak langsung yang terutama,  dalan bentuk pengawasan  diri
melalui  penelitian,  analisis,  dan  evaluasi  lap6ran  bank,  dan  pengawasan

langsungdalamt9ntckpemeriksaanyangdisusuldengantindakan-tindakan
*

perbajkan.
Sejalan   dengan   ifu   Bank  Indonesia   diberi   kewenangan,   tanggung

jawab,   dan   kewajiban   secara   utuh   untuk   melakukan   pembinaan   dan

pengawasan  terhadap  bank= dengan  menempuh  upaya-upaya,  baik  yang
bersifat preventif maupun represif.
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Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan

intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan

dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat, bank terutama bekeba dengan dana dari masyarakat yang

disinpan  pada  bank   atas   dasar  kepercayaan,   setiap   bank  perlu  terus

menjagakesehatannyadanmemeliharakepercayaanmasyarakatpadanya42.

Dalam penjelasan  Pasal 29  ayat (4),  dikemukakan bahwa penyediaan

informasi   mengenai   kemun8kinan   timbulnya   risngo   kerugian   nasabah

dimaksudkan agar akses untck memperoleh infomasi perihal kegiatan usaha

dan kondisi  bank menjadi  ]ebih  terbuka yang  sekaligus  menjamin  adanya

transparansi  dalam  dunia  perbankan.   Informasi  tersebut  dapat  memuat

keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Apabila  informasi   tersebut  telah  disedickan,   bank  dianggap  telah

melaksanakan  ketentuan  ini,  Infomasi  tersebut perlu  diberikan  dalan  hal `o

bank  bertindak  sebagai  perantara  penempatan  dana  dan  nasabah,  atau

pembelian/penjualan  surat  berharga  u.ntuk  kepentingan  dan   atas   dasar

permnt.ch nasabahnya.
Adapun  dalarn  bagian  penjelasan  dan  ketentiian  Pasal  29  ayat  (5)>

dikemukakan  bahwa  pokok-pokok  kctentuan  yang  ditetapkan   oleh  Bank

indonesia memuat antara lain:

1.   Ruang lin9kup berfe-binaan dan pengawasan.
2.   Kriteria pehilaian tinBkat kesehatan.
3.   Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan.
4.   Pedoman pemberian injformasi kepada nasab-in43.

Dalamiangkapem-Djnaandanpengawasanbankterse6utdiatas,Pasal

3itLTndang-UndangNo.,10Tabun1998menyatakanbahwa:

Pasal 30 ayat (1):
Bank wajib menyampalaan kepada Bank Indonesia,  segala keterangan,  dan
penjelasanmengenaiusf-,hanyamenuruttatacarayangditetapkanolehBank
Indonesia.

42 Loo.  Cit, hlm.180
43 Ibid
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Pasa! 30 ayat (2):
Bank  atas  permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi
pemeriksaan buku-brfu dan berkas-berkas  yang  ada padanya,  serta wajib
memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran
dan segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank
yang bersanBkutan.

Pasal 30 ayat (3):
Keterangan tentang bank yang  diperoleh berdasarkan ketentuan  dimaksud
ayat (1) dan ayat (2) tidak diunumkan dan bersifat rahasia.

Berdasarkan ketentuan di  atas,  dapat dikemukakan bahwa kewajiban

penyampaian  keterangan  dan  penjelasan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan
usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan

tersebut  dibutuhkan  untuk  memantau  keadaan  suatu  bank.   Pemantauan

keadaan  bank perlu  dilakukan  dalam  ran8ka melindungi  dana masyarakat

danmenjagakeberadaanlembagaperbankan44.

Kepercayaan  masyarakat terhadap  lernbaga  perbankan  hanya dapat

ditunbulkan  apabila  lembaga perbankan  dalan kegiatan  usahanya selalu

berada  dalam keadaan  sehat.  0leh karena  itu,  dalam  rangka  mempero}eh

kebenaran atas laporan yang disampaikan oleb bank, Bank Indonesia diberi

wewenang untuk melakckan pemeriksaan brfu-buku dan berkas-berkas yang

ada pada balk.

Berkaitanden,gap+,.:apayangtelahdiuraikandiatas,menurutketentuan

Pasal  8 Undang-Undang No. 23 Tahun  1999 tentang Bank Indonesia, tugas

Bank Indonesia adalah nnenetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,

mengatur dan menjdg= kelancaran sistern pernbayaran, serta mengatur dan

mengaw~asi bank.             .

Pelaksanaan `tugas  seb`gairnana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  8

tersebut  di  atas  mempunyai  keterkaitan  dalan  mencapai  kestabilan  nilai

rupiah.  Tugas men,etapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan

Bank Indonesia, antara lain melalui pengendalian junlan uang beredar dan

suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem

44 n,id
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pembayaran yang eflsien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran
dan    pelaksanaan    tugas    mengatur    dan    menjaga    kelancaran    sistem

pembayaran.   Sistem  pembayaran  yang  efisien,  cepat,   aman,   dan   andal
tersebut memerlukan sistem perbalikan yang sehat, yang merupakan sasaran

tugas  mengatur,  dan mengawasi  bank.  Selanjutnya  sistem perbankan yang

sehat   akan   mendukung   pengendalian   moneter   mengingat   pelaksanaan

kebijakanmoneterterutamadilakukanmelaluisistemperbankan45.

Dalam ketentuan  Pasal  8  tersebut juga  terkandung  arti  bahwa Bank

Indonesia   sebagai   bank   sentral   diberi   tugas   untuk   memajukan   dan

mengemban8kan  sistem perbankan yang  sehat  serta menjaga kepentingan

masyarakatyangmemercayakandanaatauuangnyakepadabank.

Berdasarkan pada apa yang diuraikan di atas, bisa dikatakan bahwa

tujuan  Bank  Indoiiesia  untuk  mencapai  dan  memelihara  kestabilan  nilai

rupiah tersebut  perlu  ditopang  dengan tiga  pilar  utama,  yaitu kebij  akan"y^)

moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat tepat,

danandal,sertasistemperbankandankeuanganyangsehat.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Ui)clang No. 3 Tchun 2004 tentang

PerubahanAtasUndang-UndarigRepubliklndonesjaNomor23Taliun1999

tentang  Bank   Indonesia,   ketentuan   Pasal   8   tersebut   tidak  mengaland

perubahansehinggamasihtetapberlaku.
Menurut  kete`'ntin  Pasal  24  Undang-Undang  No.  23  Tahun  1999

tentangBanklndonesia,bahwadalamran8kamelaksanakantugasmengatur

dan  mengawasi  bank,  Bank  Indonesia  menetapkan  peraturan  memberikan

dar:mencabutizinataskelembagaandankegiatanusahatertentudanbank,

melaksar[akan  pengawasan  bank>  dan  mengenakan  sanksi  terhadap  bank

sesuaidenganketentuanperundang-undangan.

Berkaitan  dengan  itu,  dalam  rangka  melaltsanakan  tugas  mengatur

bank,     Bank  -Indonesia     berwenang     menetapkan     ketentuan-ketentuan

perbankanyangmemuatprinsipkehati-hatianrp%de77„.G/6c„fr7#g/.

45 Ibid
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Ketentuan-ketentuan  perbankan  yang  memuat  prinsip  kehati-hatian

bertujuan  untuk memberikan  rambu-rambu bagi  penyelenggaraan  kegiatan

usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbackan yang sehat46.

Mengingat  pentingnya  tujuan   mewujudkan  sistem  perbankan  yang

sehat, maka peratriran-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh

Back Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan

Bank  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  tersebut  disesuaikan  pula  dengan

standar yallg berlaku secara intemasional.

Berkaitan  dengan  itu,   pokok-pokok  berbagai  ketentuan  yang  akan

ditetapkan da] am Peraturan Bank Indonesia, antara lain memuat47:

1.    Perizinan.
2.   Kelembagaan bank, termasuk kepengurusan, dan kepemilikan.
3.   KeSatan usaha bank pada umumnya.
4.   Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
5.   Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank.
6.   Sjstem infonnasi auta-bank.
7.   Tata cara pengawasan bank.
8.   Sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia.
9.   Penyehatan bank.
10.Pencabutanizinusaha,likuidasi,danpembubaranbentukhukumbank.
11.Lembnga-lemb?gapendukungsistemperbankan.

BahwatugasBacklndonesiauntckmerigawasibankmenurutUndang-

Undang  Nomor   23   Tahun   1999   bersifat   sementara.   Namun  demikian,

mendngatamanat|ierfeentckanlembagapengawasjasakeuanganselambat-
<.

Iambatnya  tanggal   31   Desember  2002   telch  terlanpaui,   maka  dengan

Undang-Ur`dang    Nomor    3    Tahun    2004    ditegaskan   kembali    bahwa

~  penga.wasan  terhadap  bank   akan  dilaksanakan  oleh  lelribaga  pengawas

sektor  jasa  k.euangan  yang  independen  yang   akan   dibentuk   selanbat-

lambatnya  pada  tanggal   31   Desember  2010.   Pengunduran  batas  waktu
t

pembentukanlembagatersebut,ditetapkandenganmemerhatikankesiapan
sunber d'aya manusia dan infrastruktur  lembaga pengawas tersebut dalan

menerimapengalihanpengawasanbankdanBanklndonesia.

46 Ibid
47 Loo.  Cit, hlln.  184
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dikatakan  pula

Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 7 ayat 1, UU No.23 Tahun ] 999 jo

UU  No.3  Tahun  2004,  yang  merupakan  "Tujuan  Back  Indonesia  adalah

mencapai  dan memelihara kestabilan nilai  rupiah".  Kemudian pada  ayat 2

dinyatakan>   dalam   rancka   mencapai   tujuan   tersebut,   Bank   Indonesia

melaksanakan     kebijakan     moneter     secara     berkelanjutan,     konsisten,

transparan,  dan  harus  mempertimbangkan  kebijakan  unum  pemerintah  di

bidang    perekonorfuan.     Pada    penjelasan    umun    nrisalnya    dikatckan

kesinanibungan pelaksana pembangunan nasional rpemerlukan penyesuaian

kebijakanmoneterdengantuj.unnuntukmencapaidanmemeliharakestabilan

nilai rupiah. Hal ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu pertama, kebijakan

moneter dengan prinsip kehati-hatian; kedua sistem pembayaran yang cepat,

tepat, dan aman; dan ketiga, sistemperbankan dan keuangan yang sehat dan

efisien. Kestabilan nilai rupiah dalan penje}asan pasal 7 disebutkan sebagai

kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata tiang-;r

Negara lain. Ukuran dari nilai kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa

akan tercermin dan perkembangan laju inflasi. Dalam pada itu, ukuran iiilai

kestabilan njlai rupiah terhadap mata uang negara lain akan tercemin dan

pcrkembaiigannilaitukarrupiahdenganmatauangnegaralai'n.Halirioleh

penj elasan umun dLkatckan,
".kegagalan    untuk   memelihara    kestabilan    nilai    rupiah    seperti

tercermin   pida;=tkenaikan   hanga-harga   dapat   merugikan   karena

berakibat  menurunkan  pendapatan  riil  masyarakat  dan  melemahkan

daya   saing   perekonomian   nasional   da-i.am   kancah   perekonomian

dunia".

Ur,t.uk   mencap.ai    tujuan   Bank   Indonesia   dalam   mencapai    dan•,1         ,1__-_      ._-.,^

memelihara  nilai  rupiah  tersebut  pada  penjelasan  umunrnellic;iiiLclLa    lii.LLu    -~r--

perluditopangolehtigapilarutamayaifukebijakanmoneter,denganprinsip
keha`ti-hatian   sistem   pembayaran   yang   cepat   dan   tepat,   serta   sistem

perbankandankeuanganyangsehat.
Dalam pada itu oleh pasal  8 UUNo.23 tahun  1999,  dikatakan untuk

mencapai  tliuan  Bank  Indonesia  sebagaimana  disebethan  dalam  pasal  7,
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Bank   Indonesia   mempunyal   tugas,   (a)   menetapkan   dan   melaksanakan

kebijakan    moneter;    (b)    mengatur    dan    menjaga    kelancaran     sistem

pembayaran;  (c) mengatur  dan mengawasi  bank  Di  dalam  melaksanakan
ttugas  menetapkan  dan  melaksanalcan  kebijakan  moneter  Bank  Indonesia

melakukarmya dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan penentu suku

bunga.  Agar  supaya  pelaksana  tugas  mengatur  dan  menjaga  kelancaran

sistem   pembayaran   dapat   dilakukan   secara   effektjf,   maka   diperlukan

dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal.  Untilk

menunjang keberhasilan  ini  diperlukan pula  sistem perbankan yang  sehat,

karena dengan sistem perbankan yang sehat maka pengawas perbackan dan

pengendalimoneterdapatdilakukansecaramaksimal.
Di dalam Bank indonesia menj alankan tugasnya ini pihak lain dilarang

melakukan  segala bentuk  campur  tangan,  dan Bank  Indonesia  mempunyai

kewajibanuntckmenolckataumengabaiksegalabentukcanpurtangandamT`.

pihak lain dalai ran8ka menjalankan tugasnya.  Pihak lain termasuk juga

pemerintth  atau  lembaga  laimya.  Campur  tangan  yang  dilarang  adalah
carilpur    tangan    yang    secara    langsung    atau    tidak    langsung    dapat

mempel}gamhikebijakandanpelaksanaantugasBanklndonesia.Yangtidak

termasukdalamcampurtanganadalahkerjasanadanbantuantchrisoleh

pihaklalndalanran8kamendrfugpelaksanauntugasataspemintaBank:,--,

lndonesia.48               ,'    ,,`T

Sebagalbanksentral,yangmenjadisalahsatutugasBanklndonesia

adalahmenetapkandanmelaksanakankebijaka~rimoneter.Dengantugasini

makaBanklndonesiamempunyaikewenanganm6netapKansasaran-sasaran

monster   dengan   mempei.hatikan   sasaran   laju   inflasi   dan   melakukan

pengendalimoneterdenganmenggunakancara-caraoperasipasarterbuka,

penetapan   tin8kat   diskonto,   penetapan   cadangan   wajib   minimun   dan
:pengatur  kredit   atau  pembiayaan    Sasaran   laju   inflasi   ditetapkan   oleh

48 Loo. c,it, him. 214
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Pemerintah,    merskipun    dalam   menetapkan    sasaran    laju    inflasi    ini,

Pemerintah melakukan koordinasj dengan Bank lndonesia49.

Dalam    melakukan    pengendali    moneter,    Bank    Indonesia    dapat

melalckannya   dengan   menggunakan    operasi   pasar   terbuka   termasuk

melakukan   intervensi   di   pasar   valuta   asing   sebagai   upaya   menjaga

kestabilan  nilai  rupiah.  Selain  operasi  pasar 'terbuka Bank Indonesia juga

dapat menetapkan tingkat bunga t?rtentu sehubungan dengan operasi pasar

terbuka  dalam  rangka  kredit  Bank  Indonesia  maupun  dalam  pelaksanaan

fimgsi   sebagai   /e72cJer  o/  /czLgf  resort.   Bank  Indonesia   dapat  melakukan

pengaturan   kredit   atau   pembiayaan,   dengan  menetapkan   pertumbuhan

penyaluran   kredit   atau   pembiayaan   oleh   lembaga   perbankan   secara
keseluruhanberkaitandenganpengendalianmoneter.50

Mengenai   pengendalian   operasi   pasar   terbuka   bank   berdasarkan

Prinsip   Syariah   di]aLckan   dengan  menetapkan   nisbah  bagi   basil  7atrii

imbalan sebagai pengganti tin8kat diskonto setjagaimana berlaku pada bank

konvensional.

Tngas  lain dari Bank hidoriesia yang berhubungan dengan kebijakan

moncter   adalah  mengatur  dan  menjaga  kelancaran   sistem  pembayaran.

Dalan   melakukan   kegiatan   mengatur   dan  menjaga   kelancaran   sistem

pembayaran ini Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memtierikan

persetujuansertaizia``atasjasasistempembayaran.Temasukdalamjasaini
adalah jasa transfer  dana besar.  Perlunya izin dari Bank hidonesia untuk

membetjkan   izin   alas   jasa   sistem   pembay'aran   ini   agar   persyaratan

keananan    dan    efisiensi   terpenulri.   Bank   Indonesia   juga   mcmpunyai
-kewenangan  untuk  menetapkan  pembayaan  yang  dapat  digunakan   Alat

pembayaran yartg dimaksudkan di sini adalah alat pembayaran yang unun
digunakan oleh masyarakat,  karena  iri juga sesuai  dengan prinsip kehati-

hatian  yang  perlu  dilakukan  oleh bank.  Adapun  kewajiban  penyelenggara

sistem pembayaran  adalah memberikan  laporan terhadap  seluruh kegiatan

49 Ibid
5(`  foid
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yang    dilakukan    yang    berhubungan    dengan    penyelenggaraan    sistem

Pembayaran.5]

Penyanpaian    laporan   penggunaan   jasa    sistem   pembayaran    inj

dinaksudkan   agar   Bank  Indonesia  dapat   memantau   seluruh   infomasi

tentang  penyelenggaraan  sistem  pembayaran  dalam  rangka  tugas  Bank

Indonesia menjaga  stabilitas nilal  rupiah.  Untuk menunjang kegiatan Bank

Tmdonesia melaksanakan tugasnya .mengatur dan menj aga kelancaran sistem

pembayaran ini o!eh Undang-undang Barik Indonesia diberikan kewenangan
untuk mengatur sistem kliring antara bank dalam mata uang rupiah maupun

dalam mata uang  asing.  Sistem kliring yang merupakan kewenangan Bank

hdonesia ini termasuk sistem kliring domestik maupun sistem kliring antar

Negara52.

Masih  berhubungan  dengan  tugas   Bank  Indonesia  meugatur   dan

menjaga      kelancaran      sistem      pembayaran      ini      Back      Indonesia

menyelenggarakan  penyelesaian  akhir  transaksi  pembayaran  antar  back.

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan macam,  harga

dan ciri uang yang  akan dikeluarkan; Bank Indonesia  adalah satu-satunya

lembaga yang  berwenang  untuk mengeluar  dan mengedarkan  mata  uang

rupiah dan Bank Indonesia juga berwenang untuk mencabut, menarik dan

memusnahkan uang rupiah dari peredaran.

Tugas   merigalfar   dan   mengawasi   bank  bagi   Bank   hdonesia   ini

sebenamya juga  telah  dianut  dalam  Undan-Undang No,  13  Tahun  1968,

hanya  saja yang berbeda dalam Undang-unding No.23  Taliun  1999  ialah

mengenam  penjatuhan sanksi  terhadap bank yang melakukan pelanggaran.

Dalarii3  Undang-Undang No.   13  tahun  1968,  tugas  Bank  Tndonesia  hanya

melakukanpengawasanterhadapbank-bank,sedangkanpenjatuhkansanksi

termasuk pencabutan  atas izin perbankan sepenuhnya menjadi kewenangan

Departemen   Keuangan.   Dalan   menempatkan   fimgsi   pengawasan   dan

penjatuhan  sanksi  pada  safu  lembaga,  maka  oleh  Undang-Undang No.23

51 foid
52 Ibid
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Tahun  1999, kewenangan ini diberikan kepada Bank Indonesia.  Pengaturan

dan  pengawasan  Bank  tetap  mengacu  kepada  Undang-Undang  Perbankan

No.  7 tahun  1992 jo Undang-Undang No.  10 Tahun  1998. Akan tetapi oleh

Pasal  34 UU No.  3 Tahun 2004, tugas mengawasi Bank ini  akan dilakukan

oleh lembaga pengawasan sektor jasa keunngan yang independen, yang akan

dibenutpalinglambattanggal31Desember20|o.53

Dalam    melcksanakan    tugas    mengatur    Bank,    Bank    Indonesia

mempunyai    kewenangan    untuk   menetapkan    ketentuan-ketentuan    yang

memuat  prinsip  kehati-hatian.   Pelaksanaan  kewenangan  iri   sepenuhnya

menjadi   kewenangan  Bank  Indonesia   karena  pengaturannya  ditetapkan

dengan peraturan Bank hdonesia. Prinsip kehati-hatian di sini dianggap hal

yangsangatpenting,karenaprinsipinibertujuanuntukmemberikanrambu-
rambubagiusahaperbankanuntukterwujudnyasistemperbankyangsehat.

raBal JJ .
Dalan melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Back Indonesia
dalanmembuatperaturanpengawasandibidangPerbankanantaralain:
a.  kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
b.  sistem infolmasi perbankan yang terpadu;
c   kebijakan     penerimaan     dana     dari     luar    .negeri,penerimaandana

valuta asing, dan pinjaman komersial luar negen;
d.  prodck perbankan, transaksi  derivatif, kegiatan usaha bank laimya,
e.  penentran      institusi      bank      yang      masuk      kategori  sysfe%o#y

important bank., dan
f.   data    lain    yapgr€. dikecualikan    dari    ketentuan    tentang kerahasiaan

infomasi.

(9  Dalam   hal   Back  Indonesia   untuk  melaksanakan   fungsi,   tugas,dan
pasal 40 ,

wewenangnya       memerlukan       pemeriksaan   khusus   terhadap   bank
•   tettentu,Bank Indonesia dapat melakckan  pemeriksaan              langsung

terhadap  back  tersebut  derigan  menyampaikan  pemberitahoan  secara
tertulisterlebihdahulukepadaOJK.

(2)Dalanmelakukankegiatanpemeriksaansebagaimanadimaksudpada
ayat (1), Bank Indonesla tldak dapat memberkan  penilaian       terhadap
tingkat   kesehatan bank.

(3)  I,aporan     hasil      pemenksaan     back     sebagaimanadmaksudpada
ayat   (D    dlsai;ipalcan   kepada   O`TK paling lama 1  (satu) bulan s€jck

Pasal 39

53 foid
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diterbitkarmya laporan hasil pemeriksaan.

Dari  ketentuan  Pasal  39  dan  40 terdapat  norma  yang bertentang  di

satu   sisi  Bank   Indonesia   diberikan  kewenangan   untuk  memeriksa   dan

mengawasi, tetapi dalam ketentuan Pasal  140 ayat 2 hasil pemeriksaan Bank

Indonesia   yang   di   indikas]-kan   tak   sehat   Bank   Indonesia   tidak   dapat

memberikan penilaian terhadap tingkat sehat.

8.   Kewenangan   Ojk   Dalam   Pengaturan   Dan   Pengawasan   di   sektor
Perbankan

8ife         ::1:[u:'£u;:col:;`:;-ev:=-an kegiatan perekonomian nasional yang mem£]£hi

Dalan  hal  pembuatan  peraturan  pengiwasan  di  bidang  perbankan

ditentukan daiam Pasal  39  Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2011  tentang

Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi

dengan Back  Indonesia  da]am membuat peraturan  pengawasan  di  bidang `

Perbalkan antara lain :

a.   kowajiban pemenuhan modal mininum bank;

b.    sistem informasi perbankan yang terpadu;

c.    kebijakan  penerimaan  dana  dari  luar  negeri,  penerimaan  dana  valuta

asing, dan pinj aman komersial luar negeri;

d.   produk perbankan, I,ransaksi derivatif, kedatan usaha bank laimya;

e.    penentuan institusi tank yang masuk kategori sistemically important bank;

dan

f.    data lain yang dikecualikan dari ketent^uan tentang kerahasiaan informasi.

Dalan   rangka   mevrujudkan   perekonomian   nasional   yang   malnpu

tunbuhsecarastabildanberkelanjutan,menciptckankesempatankeljayang

luas   dan   seimbang   dl   semua   sektor   perekonomlan   serta   inemberikan

kesejahteraan  secara  adil  kepada  seluruh  rakyat Indonesia  maka  program

pembangunan  ekonomi  nasional  harus  dilaksanakan  secara  komprehensif_ _  _  _ _ _ I 1 ; 1 ,1`

jan8kauanyangluasdanmenyentuhkeseluruhsektorrlildanperekonomian
masyarakatlndonesia.ProgrampembaiigunanekonominasionaljugaharLi.s
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dilaksanakan  secara  transparan  dan   akuntabel   yang  berpedoman  pada

prinsipdemokrasiekonomisebagaimandiamanatkanPancasiladanUndang-

Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  194554.  Untuk mencapai

tujuan  tersebut,  program  pembangunan  ekononri  nasional  perlu  didukung

oleh   tata   kelola   pemerintarian   yang   baik   yang   secara   terus-menerus

melakukan refomasi terhadap setiap komponen dalam sistem perckonomian

nasional.  Salah satu komponen penting dalam sistem perckonomian nasional

dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan j asa keuangan yang

menjalankan fungsi intemediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam

Perekonomiannasiona|.55
Fungsiintemediasiyangdiselenggarakanolehberbagailembagajasa

keuangan,dalanperkembangarmyatelahmemberikankontribusiyangcufup

signifkandalampenyediaandanauntukpembiayaanpembangunanekonomi

nasional.  0leh karena  itu,  negara  senantiasa  memberikan  perhatian  ya!igr

serius  terhadap  perkembangan  kegiatan  sektor  jasa  keuangan  tersebut,

dengan  mengupayak  terbentuknya  keran8ka  peraturan   dan   pengawasan

sektojasakeuanganyangterintegrasidankomprehensif.56

Tejadinya  proses  globalisasi  dalan  sistem  keuangan  dan  pesatnya

kemajuan   di   bidang   teknologi   informasi   serta`  inovasi   finansial   telah

menciptckan  sistem  keuangan  yang  sangat  kompleks,  dinamis  dan  saling

terkait    antar    subsekt6it   keuangan   t>aik   dalam    hal    produk   maupun

kelembagaan.Disampingitu,adanyalembagajasakeuanganyangmemilife

hubungankepemilikandiberbagaisubsektorkeua~rigan(konglomerasi)telah

menanbah   kompleksitas   transaksl   dan   imeraksi    antar    lemt>aga   jasa

keuangan   di   dalam   sistem   keuangan.   Banyaknya   permasalahan   lintas

sektoral   di   sekeor  jasa  keuangan,   yang  meliputi   tindakan   mo7`cz/  ,J2ozcz7oc7,

belunoptimalnyaperlindungankonsunenjasakeuangan,danterganggunya

54  penje|asm  umum

Otoritas Jasa Keunngan.
55 Ibid
56 Ibid

Aces  Undang-Undang  Rapublik  Indonesia
Nomor  21   Tahun  2011  tentang
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stabilitas  sistem keuangan semakin mendorong diperlukarmya pembentukan

lembagapengawasandisektorjasakeuanganyangterintegrasi."

Menurut  Rimawan   Pradiptyo,   di   Indonesia   pengawasan  terhadap

lembaga  keuangan  (LK)  dilakukan  oleh  tiga  institus;,  yaitu  Kementerian

Koperasi,Bapepan-LKdanBanklndonesia.Pengawasanlembagakeuangan

bank (LKB), mencakup bank umun, BPR dan bank syariah,  dilakckan oleh

Bank Indonesia.  Pengawasan lembaga keuangan non-bank (LENB) dipecah

menjadi    d`.`,a,    yaitu    LKNB    non-koperasi    diawasi    oleh   Bapepam-LK,

sementaraLKNBkoperasidiawasiolehKernenterianKoperasi.58

Lebih  lanjut,  Rinawan  mengatakan  bahwa  pengawasan  diperlukan

karena adanya potensi moro/ feclzard (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh

para    pelaku    ekonomi    yang    tenmnya    berdampak    negatif   terhadap

perekonomian.Teon.Ekonomimenunjukkanbahwamorcz/feazarddisebabkan
chia  hal,  yaltu  ororcI/  fecizcI7.d  dan  och/erse  se/ec/j.oz   (kesalahan `-riiJ6ini`lih).

z4sy;„mefrjc  j.#/ormo„  adalah  kondisi  di  mama  informasi  tidak tersebar

merata antar pelaku ekonomi_.59

Praktik ororcz.J ¢azclrd di sektor keuangan, tidak saj a dilakukan oieh LK

namun mungkin juga dilakukan oleh nasabah/rurnah tangga.  A4o7.¢/ feczz¢rd

tebadi  karena  lemahnya  sistem  pengawasan  LK  yang  disebabkan  oleh

beberapa faktor, yaiqu: (a) 1emahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan

di Indonesia;  (b) tid£`-k adanya pertukaran arus informasi /#dr¢ s/?arj#g dan

c7¢/a  J.#ferrczcz.#g)   antar  lembaga  pengawas  I.K;  dan  (c)  masih  tingginya

egosentris antar lembaga pengawas LK.60

Sunber   dari   praktik  moro/  fe¢zcI;.d  ini  bermuara   pada  kenyataan

lemahnya  koordinas].  dan tidck  adanya  pertukaran  informasi  /ZJczzcr  D-fec2rz.#g

dan cJcrzfl J.7cJ€r/czcj.7€g) antar lembaga pengawas LK. Balk Bapepam-LK, Bank

hdonesia   dan  Kementerian  Koperasi,   hingga   saat   ini   belun  mem].1iki

protokol    yang    memungkmnkan    ketiga    lembaga    tersebut    melakukan

57 Ibid
58--i:mowan  PTadiprya,   Optimalisasi   OJK  Antara   |nsptusi   Versus   Sistem   Pengawasan   Dalam

Jrerm¢#5S#fa¢;>dHukumperbankanNasional,Jakarta,2ollhim.2i4

60 Ibid
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peitukaran  informasi.  Akibatnya,  pendeteksian  praktjk  7"orcz/  feclzcrrd yang

dilakukanantarpasarsulitterdeteksi,jikatidakbisadikatakanrnustahil.61

Sehubungan  dengan   uraian   di   atas,   menunjukkan   perlu   dilakukan

penataan  kembali  struktur  pengorganisasian  dan  lembaga-1embaga  yang

melaksanakan tugas  pengaturan  dan  pengawasan  di  sektor jasa  keuangan

yang  mencakup   sektor   perbankan,   pasar   modal,   perasuran   siam,   dana

pension,   1embaga   pembiayaan,   dan   lembaga   jasa   keuangan   lainnya.
Penataan  dimaksud  dilakukan  agar  dapat  dicapai  mekanisme  koordinasi

yang  lebih  efektif di  dalam  menangani  permasalahan  yang  timbul  dalam+
sistem  keuangan  sehingga   dapat   lebih  menjanin  tercapainya   stabilitas

sistem   keuangan.   Pengaturan   dan   pengawasan   terhadap   keseluruhan

kegiatanjasakeuangantersebutharusdilakukansecaraterintegrasi.62

Selain  Pertimbangan-pertimbaigan  sebagaimaria  diuraikan  di   atas,

Undang-undangNomor23Tahun1999tentangBanklndonesiaseb.agalmana

telall  beberapa  kalj   diubah,  terakhir  dengan  LTndang-Undang  Nomor  6

Tchun 2009  tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-

Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  alas  Urfdang-

undang Nomor 23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia Menjadi  LTndang-

Undang,  juga  mengamanatkan  pembentukan  lembaga  pengawasan  sektor

jasa keuangan yang mencakup perbankan asuransi dana pension, sckuritas,

modal  ye73/z"  dan``Serusahaan pembiayaan,  serta badan-badan lain yang

menyelenggarakan  pengel.olaan  dana  masyarakat.   Lembaga  pengawasan

seLctor jasa keuangan tersebut di atas pada haratnya merupakan lembaga

bersifat   independensi   dalam   menjalankan   tugasnya   dari   kedudukalmya

beradadiluarpemerintahLembagainiberkewajibanmenyampalkanlaporan

kepadaBadanPemeriksaKeuangandanDewanPerwakjlanRakyat63

Lembaga  pengawasan  sektor jasa  keuangan  tersebut  dikenal  dengan

nana Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disin8kat OJK). Undang-undang

tentang OJK pada dasamya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata

61 Ibid
62 Ibid
63 Loo. Cit, hlm. 216



42

kelola  /gover#cz7€ceJ  dan  lembaga  yang  memiliki  otoritas  pengaturan  dan

pengawasan  terhadap  sektor jasa  keuangan.  Adapun  ketentuan  mengenal

jenis-jenis produk j asa keuangan, cakupm dan batas-batas kegiatan lembaga

jasa  keuangan,  kualifikasi  dan  kriteria   lembaga  jasa  keuangan,  tingkat

kesehatandanpengaturanprudensialsertaketentuantentangjasapenunjang

sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa

keuangan  diatur  dalam  undang-undang  sektoral  tersendiri,  yaitu  Undang-

Undang  tentang  Perbankan,  Pasar  Modal,  Usaha  Perasuransian,  Dana

Pension, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor

jasakeuangan|aimya64.
OJK dibentck dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan j asa keuangan

di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan,

dan  akuntabel,  serta  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh

secara   berkelanjutan   dan   stabil,   dan   mampu   mclindungi   keper.tingan-

konsurnen   dan   masyarakat.   Dengan   demikian,   OJK   diharapkan   dapat

mendrfug  kepentingan  sektor jasa  keuangan  nasional  sehingga  mampu

meningkatkan daya  saing nasional.  Selain  itu,  OJK harus mampu menjaga

kepentingan    nasional,    antara    lain,    meliputi    sumber    daya    manusia,

pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keiiangan, dengan
tetapmempertimbangkanaspekpositif.globa|isasi65.

Lebih dan itu,'' Ofac dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata

kelola      yang      balk,      yang      meliputi      independensi,      akuntabilitas,

pertanggungjawaban,    transparansi,    dan   kewijaran    //czz.r#ess/.    Secara
kelembagaan,  OJK berada  di  luar  penerintaii, yang dimaLmai  bahwa OJK

tidak  menjadi  bagian  dan  kekuasaan  pemerintah.  Namun..  t].dak  meniitup

kemungkinan   adanya   unsur-unsur   perwakilan   pemerintah   karena   pada

hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memilikj

relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini. otoritas

fiskal dan monster. 0leh sebab itu, lembaga ini juga melibatkan keterwakilan

64 Lec. cit, hhi. 217
65 Ibid
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unsur-unsur  dan kedua  otoritas  tersebut  secara  ej;-oj7j?c;.o.  Keberadaan  ex-

o#cz.o   ini   dinaksudkan   dalam   rangka   koordinasi,   kerja    sama,   dan

harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Ini di|)erlukan untuk memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam

rangka   persaingan    global    d_an   kesepakatan    intemasional,    kebutuhan

koordinasi,    dan    pertukaran    informasi    dalam    ran8ka    menjaga    dan

memelihara stabilitas sistem keuangan. 66

Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan hamohisasi kebijakan

yangbaik,OJKharusmerupckanbagiandansistempenyelenggaraanurusan

pemerintahan   yang   berinteraksi   secara   baik   dengan   lembaga-lembaga
negara  dan  pemerintahan  lainnya  dalam  mencapai  tujuan  dan  cita-cita

kemerdekaan   Indonesia   yang  tercantum   dalan   Undang-Undang  Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan -dengan  uraian  di  atas, 'Hamnd M.  Belfas  men-'gcmckakan,

bahwa alasan didirikarmya OJK disebabkan pengawasan atas industri jasa

keuangan dengan struktur seperti sekarang dianggap sudah tidak memadai.

Dengan adanya OJK, pengawasan  atas  semua industri jasa keuangap` akan

disatukan ke dalan satu atap, yaitu perbankan, pasar inbdal, asuransi, daria

pension, ]embaga keuangan nonbank. Undang-undang hanya mengecualikan
industri perdagangan berjan8ka saja dan pengawasan OJK. Selain itu,1atar

belakangdidirikariy;foJKinijugakarenamakinrumitnyaprodukkeuangan

serta  pemasaran  atas  produk  iri  dilakukan  lintas  industri  seperti  produk

pasar  modal  (seperti  reksadana)  ditawarkan jirga  oleh  back  atau  produk
asuransijugaditawarkanbank¢cr#ccz.Lrsee7.o77ce/."

Beranjak dan uraian di  alas, dapat dikatakan bahwa pada prjnsipnva

pembentckan Undang-Undang OJK itu secara garis besar didasarkan pada

tiga   landasan,   yaitu   landasan  yuridis,   landasan   fllosofis   dan   landasan

sosiologis.    Hal    ini    sejalan    dengan    uraian    dalam    jv¢$4qfe    4#czcJe772j-fr

66 Ibid
67 Hanud M. Balfas delam Hermausyah, Ibid
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PeMbe#/#fr¢# OJo7.r/czs /c7s¢ Ke#¢73gcz#.  Berikut ini dijelaskan secara  singkat

mengenaiketigalandasandimaksud,yaitu68:

1.     Landasanyuridis.

Secara yuridis pembentukan Undang-Undang OJK dilandasi oleh

Undang-Undang  No.  3  Tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia.  Hal  ini

secara tegas  diatur  dalarn  ketentuan  Pasal  34  Undang-Undang No.  3

Tahun2004tentangBanklndonesiayangmengamanatkanpembentukan

lembaga  pengawas  sektor  jasa  keuangan  yang  mencakup  perbankan

asuransi,   dana   pension,   sekuritas,   modal  ventura   dan  perusahaan

pembiayaan     serta     badan-badan     lain     yang     menyelenggarckan

pengelolaan dana masyarakat.  Selen8kapnya bunyi ketentuan Pasal  34
Undang-UndangNo.3Tchun2004tentangBanklndonesiaadalah:

a.  Tugas  mengawasi  bank  akan  dilakukan  oleh  lembaga  pengawasan

sektorjasakeuanganyangindependen,dandibentukdengigriundan.g-

b.Pembentukanlembagapengawasansebagaimanadimaksudpadaayat

(1)akandilaksanakanselambat-lambatnya31Desember2002.
Dengan dendan, pada hakikatnya ketentuan Pasal  34 dimaksud

member`ikan   otoritas   pengaturan   dan   pengawasan  kepada   lembaga

pengawasan    sektor    jasa    keuangan    dimaksud    terhadap    industri

perbankan  pa§ar`f:.modal  (sekuritas),  dan  industri  keuangan  nonbank

(asuransi,   dana   pension,   sekuritas,   modal  ventura   dan  perusahaan

pembiayaan     serta     badan-badan     lairi -`  yang     menyelenggarakan

pengelolaan   dana   masyarakat).   Lembaga   pengawasan   seLftor   jasa
keuanganinidisebutOtoriiasJasaKeuanganatauOJK.

undan8.

2.     Landasan sosiologis.

Secara  singkat  landasan  sosiologis  ini  dapat .dijelaskan  bahwa

peran  pengaturan  dan  pengawasan  yang  dilakLkan  oleh  OJK  harus

diarahkan    unck    menciptakan    efisiensi,    persaingan    yang    sehat,

68NaskahAkademikPembentukanOtoritasJasaKeuangan,dalam P^ermansyah, Ibid
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perlindungan konsunen, serta memelihara mekarisme pasar yang sehat.
Untuk  itu,   prinsip  kesetaraan   ¢eve/  p/cz,vfng Je/dJ,   pengaturan   dan

pengawasan   yang   didasarkan   pada   prinsip.   'prinsip   keadilan   dan
transparansi harus diterapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu

aktivitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif,  dan

menjamin  adanya  perlindungan  nasabah  dan  masyarakat.  OJK  harus

menempatkan  dirinya  secara  proporsional  dan  mengayomi  berbagai

kepentin.gan  dan  pelaku  industri  dan  pemanBku  kepentingan  lainnya.

Apabila seluruh pemangku kepentingan /s}cdefeo/de,~J industri keuangan

dapat   menata   perilakunya   sendiri,   OJK   dapat   menjadi   fasilitator

terhadap pasar.  Fungsi s#rvef.//cz#ce dan OJK melalui sistem pengaturan

dan pengawasan menjadi penting.

3.     Landasan filosofis.

Mengenai  landasan  filosofis  ini  dapat  dikemckakat-Lsotjahwa` OjK

dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan jasa  keuangan  di

dalam  sektoljasa  keuangan  dapat  terselenggara  secara  teratur,  adil,

transparan,  dan  akuntabel,  seila  dapat  mewujudkan  sistem  keuangan

yang tunbul secara berkelanjutan dan  stabil.  CItoritas  Jasa Keuangan
dibentuk  dan  dilandasi  dengan  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik,

yang    meliputi     independensi,     akuntabjljtas,     pertanggungjawaban,

transparansi, darfeewaj aran orcH.medy 69.

A]dimya,    setelah    melalui    proses    legislasi    oleh    DPR    dan

pemerintah sejak tahun 2010, pada tanggar-22 November 2011  disetujui
dan   disahkannya   Undang-Undang   Nomo.r   2i   Tahun   2011   tentang

Otoritas Jasa Keuangan, yang dimuat dalam Lembarar Negara Republik

Indonesia  Tahun  201]  Nomor  111,  dan  tanbahan  Lembaran  Negara

Reptiblik Indonesia Nomor 5253 .

69 Loo. Cit, him. 220
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1.    Pengertian otoritas Jasa Keuangan

OJK   adalah   lembaga   baru   yang   didirikan   berdasarkan   Undang

Undang   No.21   Tahun   2011.   Lembaga   ini   didirikan   untuk   melakukan

pengawasanatasindustrijasakeuangansecaraterpadu.
Secara   yuridis,   menurut   ketentuan   Pasal    1    angka   1   UU   OJK,

dirunuskan  bahwa,  "Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang  selanjutnya  disin8kat

OJK,adalahlembagayangindependendanbebasdancampurtanganpihak

lain,    yang    mempunyai    fungsi,    tugas,    dan    wewenang    pengaturan,

pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam
undang-undang ini. "

2.    Status otoritas Jasa Keuangan
Menurut ketentuan Pasal 2  ayat (2) un OJK dikatakan bahwa, "OJK

adalah    ]embaga    yang    indepen.den    dalam.  melaks`anakan_   tugas    dan•.#.ts3-rli>.

wewenangnya, bebas  dan campur tangan pihak lain, kecuali untck hal-hal

yangsecarategasdiaturdalamundang-undangini"
Lebih  lanjut,  dalam  bagian  penjelasan  ur  CtJK  disebutkan  bahwa,

"Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam menjalankan  tugasnya  dan  kedudukannya

berada   di   luar   pemerintah.   Jadi,   seharusnya   tidak   terpengaruh   oleh

pemerintah (independen) `
Berdasarkan ,  peTnjelasan    di     atas     menunjckkan     baliwa     status

kelembagaan  OJK  adalah  lembaga yang  independen dalam melaksanakan

tri`gas dan wewenangnya, sehingga secara yunidis bebas dan caripur tangan

pihaklain,kecuali`untckhal-halyangsecarategasdiaturdalamUUO.TK.
Independensi O.TK tercermin dalan kepemimpinan OJK.  Secara orang

perseorangan,  pimpinan  OJK  memiliki  kepastian  masa jabatan  dan  tidak
dapat  diberhentikan  kecuali  memenul  alasan  yang  secara  tegas  diamr

dalam  lJndang-undang OJK.  Di  samping itu, untuk mendapatkan pimpinan

OJKyangtepat,dalanUndang-unclangOJKdiinrjugamekanisrneseleksi

yangtransparan,akuntabel,danmelibatkanpaftlsipasipublikmelaluisuatu
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panitia seleksi yang unsurunsumya terdjrj  ata penierintah, Bank Indonesia,
dan masyarakat sektor j asa keuangan.

Berkaitan    dengan    independensi     OJK    ini,    Rimawan    Pradiptyo

Inengatakan  bahwa meski  secara  norrnatif disebutkan bahwa  OJK  adalah

lembagaindependensi,padabeberapakalanganmasihtimbulkeraguanakan

independensi  OJK  tersebut.  Dalam  pelaksanaarmya,  01K  dipirnpmn  oleh

dewan kornisioner yang  terdiri  dan  sembilan  orang  anggota  sebagaimana

diatur dalan Pasal  10  ayat (1) UU 01K. Komposis dewan komisioner (DK)

yang  akan  ditempati  oleh  mantan  pegawal  lembaga  keuangan  tertentu,
menjadidasaradanyakeraguanbahwaOJKakanbenar-benarindependen.70

Lebih  lanjut Rinawan  mengatakan,  siapa  pun  yang  menjadi  dewan

komisioner  OJK  akan  terlibat  secara  batin,  karena  lama  bekeq.a  di  satu

lembaga   keuangan.   Mereka   dikhawatirkan   ckan   sulit  bersikap   objektif

karena ingin membalas  budi  kepada lembaga yang telah m5m.besarkarmya

Apalagi,  adanya unsur  e*-oJ7?cJ.o  dalam  dewan komisarisioner  OJK  itulah

yang kemudian dikhawatirkan akan memengaruhi pelaksanaan independensj
OJK).71

3.    Asas-Asas otorltas Jasa Keuangan

Dalarri   Naskah   Akedetnik   Pembentukan   Otoriias   Jasa   Keuangan

dikatakan bahwa dal~in me]aksanakan tugas dan wewenangnya OJK harus

berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

1.     Asas   kepastian    hukum,    yakni    asas    dalam    negara    hukum   yang
mengutamakan  landasan  peratulan  perundang-undangan  dan .keadilan
dalam setiap kebij akan penye'Lenggaraan O.JK.

2.    Asas kepentingan umum., yakni asas yang rrenfJahulukan kesejahteraan
unurn dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

3.     Asas   keterbckaan,   yalmi   asas   yang   membuka   diri   terhadap   hak
masyarakat  utk memperoleh iliformasi  yang benar, jujur,  dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memerhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi daii golongan, serta rahasia negara,
termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

70 Loo. Cit, hlm. 222
7l Ibid
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4.   Asas  profesionalitas,  yakni  asas  yang  mengutamakan  keahlian  dalan
pelaksanaantugasdanwewenangOJK,dengantetapberlandaskanpada
kodeetlkdanketentuanperaturanperundangundangan.

5.Asasintegritas,yakmasasyangberpegangteguhpadanilal-nilalmoral
dalan     setiap     tindakan     dan     keputusan     yang     drambil     dalam
penyelenggaraars OJK.

6.Asasakuntabi]itas,yakniasasyangmenentckanbahwasetiapkegiatan

g:pne::Sn]:gr¥:ragb£::rg:pkaed:aj:g[]Pke7n2yelenggaraanoKhamsdapat

Adapun dalam  penjelasan  umun ur  OJK dikemckckan bahwa OJK

dalam   melaksanckan   tugas   dan   wewenangnya   berlandaskan   asas-asas

sebagai berikut:

1.    Asas independensi, yakri independen dalam penganbilan kepufusan dan
pelaksanaan  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  OJK,  dengan  tetap  sesuai
peraturanperundangundangayangberlaku.

2.    Asas   kepastian   hukun,   yakni   asas   dalan   negara   hukun   yang
mengutamakan  landasan  peraturan  Pelundalig-undanga  dan  keadilan
dalansetiapkebijckanpenyelenggaraanOtoritasJasaKeuE*ngan.

3.    Asas  kepentingan  umun  yckm   asas  yang  membela  dan  melindund
kepentingankonsumendanmasyarakatsertamemajukankesejahteraan

4.    Asas   keterbukaan   yakri   asas   yang   membcka   diri   terhadap   hak
unum'

masyarakat  uritck  memperoleh  irlformasl  yang  benar,  jujur  dan  tidal
diskriminatif tel]tang penyelenggaraa  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dengan
tetapmemerhatikanperlindunganatashakasasipribadidangolongan,
serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam
peraturanperundangundangan.

5.    4sag  profesiopali@s,  yakri  asas  yang  mengutanakan  keahlian  dalan
pelaksanaantugasdanwewenangOtoritasJasaKeuangandengantetap
berlandaskan   pada  kode   etik  dan  ketentuan  peraturan  perundang-

6.     Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-riilai mrtral
undangan

dalam     Setiap    tindakari     dan    keputusan    yang     diambil     dalam
penyelenggaraanOtoril.asJasaKeuangan.

7.     Asas  akuntat>ilitas yakni  asas yang mcnendr:an bahwa setiap kegiatan
dan  hasil   ckhir  dan  setiap  k€giatan  penyelenggaraan  Otorttas  Jasa
Keuanganharusdapatdipertanggungrawakepadapub]ik.73

Berdasarkanuraiandiatas,mequnjukkanbahwaasas-asasOJK/ang

dimuat  dalan  Penjelasan  Umun  Undang-undang  OJK  pada  prinsipnya

72NaskahAkademikPembentukan
73 Ibid

OtoritasJasaKeuangandalamHermausych,Loo.Cithlm.223
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berdasarkan  dan  mengacu  pada  asas-asas  OJK  dalan  "Naskah  Akademik

Pembentukan OJK'  Hanya saja dalam Penjelasan Umum ditambahkan satu

asas baru yaitu asas independensi.

4.    Tujuan, Fungsi, Tugas, Dan wewenang otoritas Jasa Keuangan

Mengenai tujuan OJK dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 UU OJK.

Selengkapnya ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
"OJK dibentck dengan tuj,uan agar. keseluruhan kegiatan di dalam sek

torjasakeuangan:
a.  terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b.  manpu   mewujudkan    sistem    keuangan    yang    tumbuh    secara

berkelanjutan dan stabil ; dan
c.  manpu melindungi kepentingan konsunen dan masyarakat".

Adapun mengenaj fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 UU OJK.

Pasal ini selengkapnya berbunyi : '9
"OJKberfungsimenyelenggarakansistembengaturanrtydasalffi=p`6ngawa§tin

yang terintegrasi  terhadap keseluruhan kegiatan di  dalam sektor jasa
keuingan."
Lebih lanjut ketentuan Pasal 6 UU OJK menyatakan bahwa:
"OJK melaksanakan tugas pengaiuran dan pengawasan terriadap:

a.  kegiatan asa keuangan di sektor Perbankan;
b.  kegiatan asa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c.  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Pet.asuransian,  Dana  Pensiun,

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya,
Ketentuan Pasal 7 UU OJK menyatakan bahwa:
"Untuk  melakearickan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  di  sektor

Perbankan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   6   huruf  a,   OJK
mempunyai wewenang :
a.  pengaturan  dan  pengawasan  mengenai. kelembagaan  bank  yang

-eliputi:
1)    perizir`_an   untuk   pendirian   bank, ,.pembutraan   kantor   bank,

anggaran dasar, rencana kerj a, kepeinlikan, kepengurusa,n ®dan
sunberdaya  manusia,  #6'rger  :[onsolidasi  dan  akuisisi  bank,
serta pencabutan izin usaha bank; dan

2)    kegiatan  usaha  bank  antara   lain  sumber  dana,   penyediaan
dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidangjasa;

b.  pengaturan dan pengawasa mengenal kesehatan bank yang meljput :
1)    likuiditas rentabilitas Solvabjjjtas kualitas aset, rasio kecufupan

modal minimum, batas mcksinuni pembchan kredjt,  raslo pin.
jaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;

2)    laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kineria bank;
3)    sistem informas}. debitur;
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4)    pengujian kredit rcreczJ-Hes#-72g/,. dan
5)    standar akuntansi bank;

c.  pengaturan  dan  pengawasan  mengenal  aspek  kehatj.hatjan  bank,
meliputi:
1)    manajemen risiko;
2)    tatakelola bank;
3)    prinsip mengenafnasabah dan anti pencucian uang;
4)    pencegahan  pembiayaan  terorisme  dan  kejahatan  perbankan

dan
5)    pemeriksaan bahk.

Berkaitan  dengan  ketentuan  di  alas,  menurut ketentuan  Pasal  8  UU  .

OJK dikemukakan bahwa :
"Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalani

Pasal 6, OJK mempunyaj wewenang:
d.  menetapkan peraturan pelaksanaan undang.undang ini;
b.  menetapkan peraturan Perundang.undang di sektor j asa keuangan;
c.  menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
d.  menetapkan   peraturan   mengenal    pengawasan`.`edirfu sektor   .jasa

keuangan;
e.  menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f.  menetapkan  peraturan  mengenan  tata  cara  penetapan  perintah

tertulis terhadap Lembagl Jasa Keuangan dan pihck tertentu;
9.  menetapkan  peraturan  mengenal  tata  cara  penctapar,  pcngelola

statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
h.  merietapkan strulrfur organjsasi  dan jnfrastruktur,  se.|a mengelola,

memelihara, dan menata usahckan kekayaan dan kewajiban; dan
i.   menetapkan peraturan mengenai tata cara pehgenaan sanksi sesuai

±::£::a#e¥€tuan  Peraturan  Perundang-undangan  di  sektor jasa

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 UU~ .OJK dikatakan bahwa:
"Unt`]k   melaksanakai   fugas   pengawasan   sebagaima.I.a   dimaksud

dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang.:     ,
a.  menetapkan kebijakan  operasional  pengawasan  terhadap .kegiatan

j asa keuangan;
b.  mengawasi pelaksaiiaan tugas pengawasan yang dilak`sanakan oleh

Kepal a Eksekutif;
c.  melakukan   pengawasan,   pemeriksaan,   penyidikan,   perlindungan

konsunen,  dan  tindTakan  lain  terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan,
pelaku,  dan/atau  penunjang  kegiatan jasa keuangan  sebagaimana
dimaksud   dalam  peraturan   perundang-undangan  di   sektor  jasa
keuangan;

d.  memberikan perjntah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan
atau pihck tertentu;
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e.  melakukan penunjukan pengelola statuter;
f.   menetapkan penggunaan pengelola statuter;
9.  menetapkan  sanksi  administratif terhadap  pihak  yang  melakukan

pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di   sektor
j asa keuangan; dan

h.  memberikan dan/atau mencabut:
1)    izinusaha;
2)    izin orang perseorangan;
3)    efektifrya pemyataan pendaftaran;
4)    surat tanda daftar;
5)    persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6)    pengesahan;
7)    persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8)    penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalan peraturan perundang.undangan
disektorjasakeuangan."

Sebagaimanatelahdiurajkandiatas,agartujuanOJKdapatdicapai,

maka   OJK   peilu   memilife   berbagai   kewenangan,   bak   dalam   ran8ka

pengaturan  maupun  pengawasan  sektor  jasa  keuanga.n.~H`Kewenangan  -di
bidang pengaturan  diperlukan dalam berbagaj  ketentuan baik yang diatur

dalam  ur  OJK  maupun  ur  di   sektor  jasa   keriangan   lainnya,   yang

ditetapkan   dalan   bentuk   peraturan    OJK   maupun   Peraturan   Dewan

Komjsioner Adapun untuk rnelaksan_ak tugas pengawasan, OJK mempunyai

beberapa   wewenang   antara   lain  melakckan  pengawasan,   penleriksaan,

penyidikan,  perlindqugan  konsunien,  dan  tindakan  lain tethadap Lembaga
Jasa   Keuangan, i p€in,   dan/atau   penunjang   kegiatan  jasa   keuangan

sebagaimanadimaksuddalanperaturanperundang-undangandisektorjasa
keuangan.    termasuk    kewenangan    perizin;n    kepada    I,embaga    Jasa

Keuangan. 74                                                                                                     .

SecarasubstansialbisadikatLkanbahwakewenangapOJKmerupakan

amanatkonstitusiyangbertujuanagarsektorjasakeuanganberjalandengan

tertib,  teratur,  adil,  transparan  serta  akuntabel  Tujuau  ini  pada  akhimya

diharapkan    dapat    in-cwujudkan    sistem    keuangan    yang    stabil     dan

berkelanjutan

74 Loo.  Cit, hlm. 228
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5.    Dewan Komisioner otoritas Jasa Keuang-an

Menurut  ketentuan   Pasal   1   angka  2   UU  OJK  ditentukan  bahwa,
"Dewan Komisioner  adalah  pimpinan  tertinggi  OJK  yang bersifat kolektif

dan kolegial."24 Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal  10  UU OJK

ditentckan  bahwa,  "OJK  dipimpin  oleh  Dewan  Komisioner  yang  bersifat

kolektif  dan   koledal."25   Kctentuan   ini   lebih   lanjut   ditegaskan   dalan

penjelasan  ketentuan  Pasal  10  UU  OJK  yang  menyatakan  bahwa  dewan
komisiQner merupakan pimpinan tertinggi OJK. Dalam ran8ka pelaksanaan

keba sama dengan otoritas  lembaga pengawas lembaga jasa keuangan di

negaralainsertaorganisasiintei.nasionaldanlembagaintemasionallairmya

di sektor j asa keuangan, mcka anggota dewan komisioner bertindak sebagal

pejabat yang mewakili negara.
Yang   dimaksud   dengap.   "bersifat   kolektif'   adalah   bahwa   setiap

penganbilan-keputusan dewan komisioner diputuskan sec`a#` bersamaLsama
oleh  anggota  dewan  komisioner.  Adapun yang  dimaksud  dengan  "bersifat

kolegial"  adalah  bahwa  setiap  pengambilan  kepufusan  dewan  komisioner

berdasai.kan musyawarah untuk mufckat dengan berasaskan kesetaraan dan

kekeluargaan di antara anggota dewan komisioner.

Dewan komisioner OJK terdiri dari sembilaLn anggota dengan susunan

sebagai berikut:

1.   Ketua merangkdp inggota;
2.   Waldl ketua sebagai ketua konrite etik merangkap anggota;
3.   Kepala eksekutifpengawas perbankan merangkap anggota;
4.   Kepala eksekutif pengaw.as pasar modal mera'ri8kap anggota;
5.    Kepala   eKsekutif   pcrfgawas    perasuransian,   Ciana   pc;nsiun,    leinbnga

pembiayaan dan leiribaga j asa keuangari lairmya meranch-ap anggota;
6.    Seorang kema dewan audit merangkap anggota;
7.    Seorang anggota yang membidangi edukasi dan pcrlindungaii konsurnen;
8.    Seorang anggota ex-o;#3cjo dan Bank Indonesia; dan
9.    Seorang anggota e;c-ojorcz.o dan Kementerian Keuangan.

Sebagaimana. yang telah dikemukakan di atas, seluruh anggota dewan

komisioner bersifat kolektif kolegial dan memiliki hak suara yang sama. Dan,

untuk mendorong terwujudnya objektivitas,  integritas  serta profesionalisme

anggota dewan komisiop.er, mcka dewan komisioner dipilih  oleh DPR  atas

\
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calonyangdiajukanolehpresiden,dimanacalondimaksuddi]aringmelalui

panitia seleksi yang beranggotakan sembilan orang yang terdiri atas unsur-

unsurpemerintah,Banklndonesia(81),danmasyarakat.Masyarakatdalan

keanggotaan ini mewakili unsur akademisi, masyarakat industri perbankarty

pasarmodal,danindustrikcuangannonbank.
Untuk  pertama  kalinya,  proses  pemilihan  anggota  dewan komisioner

diawali    dengan    scicksi    administratif   oleh    panitia    seleksi,    temasuk

mendapatkan  masukan  dan  masyarakat,   dan  selanjuthya  pamtla   seleksi

menyanpaikan21calonanggotadewankonrisionerkepadapresiden.Setelch

menerima calon dan panitia seleksi, presiden akan memilih  14 orang calon

untuk   disampaikan  kepada  DPR  RI   dan  du   orang   calon   diantaranya

diusulkanpresidenuntukdipilihDPRsebagaiketuadewankomisioner.

Setelah  DPR  RI  menrilih  satu  orang   calon   sebagai   ketiia  dewan

kohisioner,  ~selanjutnya  terhadap  13  orang  calon  lainngfjai, JDPR  RI  akan

memilih   enam   di   antaranya   sebagai   anggota  dewan  konrisioner  untuk

ditetapkan presiden bersama-sana dengan anggota dewan komlsioner yang

lr`erupakan  e*-cj73cjo  Kemcnterian  Keuangan  dart  81.  Segera  setelah  itu,

dilaksanakanrapatdewankcmisioiieruntukmemutuskanpembagiantugasdi

antaraanggotadewankomisioner,perliridungankonsumendanmasyarakat.

DalamUndang-UndangOJK,perlindungankonsumendanmasyarakat

memperoleh   perhatich   khusus,   yaitu   dengan   memberikan   kewenangan

kepadaOJKuntckmelakukantindakanpencegahankerugiankonsunendan

lriasyarakat,temasukmemintaLembagaJasaK6,i]anganuntukmenghentikan

kegiatarmyaapabilakegia.tanterseb``tberpotensimerugikanmasyarakatdan

melalckan    pembc`1aan    hukun    untuk    kepentingan    konsunen    berupa

pengaj`iian gugatan di pengadilan terhadap pfhak-pihak yang menyebabkan
kerugian bagi kousumen di sektor jasa keuangan.

Untut menjarin eliktivitas pelcksanaan fugas OJK, maka diperlckan

pembiayaanyangmemadaidanpasti,sehinggadiaturbahwaanggaranOJK

bersunber   dan   jinggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Negara   dan/atau

purgutandanpihakyangmelakukankegiatandisektorjasakeuanganSelain

11
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itu,  sebagai  bentck  akuntabilitas  dalam  perencanaan  maupun  penggunaan

anggaran,anggaranOJKwajibterlebihdahulumemperolehpersetujuandan

DPR.

Berdasarkan  ketentuan  Pasal   38  un  OJK  bahwa  sebagai  bentuk

akuntabilitas dalam I)elaksanaan tugas,  OJK wajib menyusun laporan yang

terdiri  atas  laporan  kegiatan  secara  berkala  kepada  presiden  dan  DPR.

Selain laporan kegiatan, OJK juga diwajibkan menyusun laporan keuangan

tahunan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  atau kantor

akuntanpublikyangditunjckolehBPK.

Selen8kapnyakeLentuanPasal38berbunyisebagiberikut:

(1) OJK  wajib  menyusunya  aporan  keuangan  yang  terciiri   atas   aporan
keuangan semesteran dan tahunan.

(2)OJKwajibmenyusunaporankedatanyangterdiriataslaporanketiatan
bulanan triwulanan, dan tahunan.

(3)DalamlialDewanPerwakiianRakyatmemerlukanperii€!ELgsap_OJKWajib
menyampaikan laporan.

(4) Periode laporan keuangan sebagaimana dincksud pada ayat (1)  adalah
tailggal 1 Januari sampa.i dengan 3 I Desember.

(5) OJK  wajih  menyampaikan  laporan  kegiatan  triwhanan  sebagaimana
dimaksudpadaayat(2)kepadaDewanPerwndlanRdyatsebagaibentuk
pertanggungjawabarikepadamasyarakat.

(6) Laporan   kegiatar.   tahunan   sebagainana   dimaksud   pada    ;}Jat   (2)
disampaikankepadaPresidendanDewanPerwakilanRakyat.

(7) Untuk pel]yusunan laporan keuangan sebagaimana  dimcksud pada  ayat
(1),  Dewan  Kolnisioper  menetapkan  standar  dan  kebijakan  akuntansi.`.

OJK.

Dalam   ranBka   menjaga   stabilitas   sektor   keuangan   OJK   wajib

berkoord].nasi derigan Bank indonesia, Kemcnt?rian Keuangan, dan Lembaga

Penjaminsimpanan.

Lebih }anj`it mcngenai koordinasi depgan Bank Indonesia diatur dalam

ketentuan Pasal 39 UU OJK. Selengkapnya kctentuan Pasal 39 berbunyi:
`Dalam   melcksanakan  tugasnya,   OJK  berkoordinasi   dengan  Bank

lndtonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan
antara lain:
a.  kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
b.  sistem irformasi perbankan yang terpadu;
c.  kebijakan  penerimaan  dana  dan  luar   negeri,   penerimaan  dana

valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri ;
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d.produkperbankan,transaksiderivatif,kegiatanusahabanklainnya;
e.  penentuan institusi t)ace yang masuk kategori systemically j%porfcl#f

back; dan
f.   data lain yang dikecualikan dan ketentuan tentang kerahasiaan  ini

formasi."

Lebih  lanjut,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  40  UU  OJK,  dikatakan

bahwa:

(1) DaLan  hal  Bank  Indonesia  untuk  melcksanakan  fungsi,   tugas,   dan
wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank. tertentu,
Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan Iangsung terha`dap bank
tersebut  dengan menyanpaikan  pemberitahuan  secara  tertulis  terlebih
dahulu kepada OJK.

(2) Dalam  melakckan  kedatan  pemeriksaan  sebagaimana  dimcksud  pada
ayat  (1),  Bank  hdonesia  tidak  dapat  menberikan  penilaian  terhadap
tingkatkesehatanbank.

(3) Laporan basil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)
disampaikan kepada OJK paling rna 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya
laporan basil pemeriksaan.                                                  ,„giv®`  ,,^     L `

Se]anjutnyamenurutPasal41UUOJK,menyatakan:
(I )  OJK mendnformasikan kepada Lembaga Penj amin Sinpanan mengenai

ban''`  bemasalah  yang  sedang  dalan  upaya  penyehatan  oleh  OJK
sebagaimanadimaksuddalamperaturanperundang.undangan.

(2)  Dalan  hal  OJK  meilgindikasikan  bank  terter.itu  mengalani  kesulitan
lihmiditas  dan/atau kondisi kesehatan semakiri memburuk,  OJK  segera
menginformasikankeBankindonesiauntckmelakukanlangkah.Iangiv`ah
sesuai dengan kewenangan Bank Ilidonesia.

Pasal 42:                    i'    4;-,
LembagaPenjaninSimpanandapatmelakukarLpemeriksaanterhadapbank
yang  terkajt  dengan  fungsi  tugas  dan  wewen~apgnya,  serta  berkoordinasi
terlebjh dahulu dengan OJK.

Pasal 43 :
OJK, Back Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun
dan memelihara sarana pertukaran iLformasi se'cara terintegrasi.
Mengenai  Protokol  Koordinasi  OJK  dengan  lembaga  lain  diatur  sebagai
berikut.

i£

P as.al 44 :

(1)  Untuk menjaga  stabilitas  sistem keuangafl,  dibentuk Forum Koordinasi
Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:
a.   Menteri Keuangan sela-ku anggota meran8kap koordinator;
b.   Gubernur Bank Indonesia sciaku aligfota
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c.    Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan
d.   Ketua   Dewan   Komisioner   Lembaga   Penjamin   Simpanan   selaku

an8gota.
(2)  Forum Koordinasi Stabilitas  Sistem Keungan  dibantu kesekretari  atan

yangdipimpinsalahseorangpejabateselon1diKementerianKeuangan.
(3)  Pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem

Keuanganberdasarkanmusyawarahuntukmtrfckat.
(4)  Dalan hal musyawarah untuk mufckat sebagaimafla dimaksud pada ayat

(3)  tidak tercapal maka penganbilan keputusa!n dilakukan berdasarkan
sual.a terbanyak.

Pasal 45 :
(1)Dalamkondisinomal,ForunKoordinasiStablitasSistemKeuan-gan:

a.   wajib melckukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;
b.   melakckan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalan 3 (tiga) bulan;
c.   membuat   rekomendasi   kepada   setiap   anggota   untuk   melakukan

tindakan  dan/atau  membuat  kebijakan  dalarri   rangka  memelihara
stabilitas sistem keuangan; dan

d.   melakukan pertukaran informasi.
(2) Dalam  kondisi  tidak  ncmal  untuk  pencegahan. daj.i. penanganan  krisis,

Menteri Keuangan, Gubemur Bank Indonesii, Ketua Dewan Komisioner
OJK,  dan/atau  Ketua Dewan Komisioner Lembaga  Penjamin Simpanan
yang men`jndikasikan adanya potensi krisis atau telah terj adi krisis pada
c`'istem keuangan, .masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi
Stabilitas    Sisteri    Keuangan    untuk    .segera   .dilakukan  . rapat`   guna
memutuskan I aingkah-larigkah pencegahan atau penanganan krisis.

(3) Menteri Keuangan, Gubemur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komjsioner
OJK,   dan   Ketua   Dewan   Komisioner   Lembaga   Penjamin   Simpanan
berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas mama

kn:tofr¥:lays:8t£#:£ng[:t£[a¥+e:afga:,Pednai=b]±o=dif:jpuj:SaankannFo°i=
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Forum    Koordinasi    Stabilitas    Sistem    K~euarigan    menetapkan    dan
meiaksariakan kebijakan yang diperlukan dalan rangka pencegah. an dan
penanganan  krisis  pada   sistem  keuai]gan  `sesuai   dengan  kewenangan
masing-masing.

(5) FLeputusan  Forum  Koordinasi  Stabilitas  Sistem  Keuangan  yang  terkait
dengan penyelesaian dan peiianganan suatu bank gagal yang ditengarai
berdampak sistemik mengjkat Lcmbaga Penj amin Simpanan.

Pasal 46:
(1) Kebijakan  Forum  Koordinas=`:  Stabilitas  Sistem  Keuangan  yang  terkait

dengan  keuangan  negara  wajib  diajukan  untuk  mendapat  persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  wajib  ditetapkan  dalap  waktu
paling  lama  24  (dua  puluh  empat)  jam  sejak  pengajuan  persetujuan
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set)agaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diterima oleir Dewan  Perwakilan
Rakyat-
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BAB IV

PENUTUP

A.   Kesimpulan
`  1.   Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi di  sektor

perbankankewenangannyadiberikanberdasarkankewenangandiberikan
berdasarkan  kewenangan   atribusi   yaitu  kewenangan  yang  diberikan

berdasarkan  undang-undang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  21  Taha

2011   tentang   Otoritas   Jasa   Keuangan.   Nanun   kewenangan   yang

di6erikan   sifat  persial,   karena   kewenangan   Bank   Indonesia   dalan

melakukan    pemeriksaan    dan    pengawasan    terhadap    bank,    hasil

pemeriksannya   Bank   lndonesla   tidak   diberikan   kewenangan   untuk
menilai hasil pemeriksaamya sendiri, tapi harus dilaporkan ke Otoritas

--i+.-!/I\?=}       `-`

Jasa Keuangan.

2.   Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakckan pengaturan dan

pengawasan berdasarkan kewenangan  atribusi  yaitu kewenangan yang
diberikan berdasarkari Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2011  tentang

Otoritas     Jasa    Keuangan    melcksanakaii    fugas     pengaturan     dan

pengawasan   terhadap   kegiatan  jasa   keuangah   disektor   perbankan,
kegiatan  jasa   keuangan   di   sektor   pasar   modal   dan   kealatan  jasa

kewenangan'`   di`T   sektor    perasuransian,     dana    pinjaman,    lembaga

pembiayaan,danlembagajasakeuangan.

8.   Saran

1.   Dalarn   melaksanakan  'tugas   pengawasan_   dan   pengaturan   di   sektor

perbankan,  sehartisanya  Bank  Indonesia  diberikan  kewenangan  yang

utuh/mutlal{ supaya Bank hidonesia dalam melakukan pengaturannya itu

diberikan   wewening   kepada   Bank   Indonesia   untuk  menilai   sendiri

terhadaphasilpengawasamyaterhadapbankyangdiawasi.

2.   Otoritas   Jasa  Keuangan  dalan   peiigaturan   dan  pengawasan   selalu

berkoordinasi  dengan  Back  Indonesia.  Hal  ini  di  maksudkaii  supaya
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janganterjaditumpangtindihkebijakandalambidangpengawasandan

pengaturan di sektor perbankan.
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Tla dan Juc!ul Penelitia,| Dosen di  Lingkungan Univers:tas Mataram Tahun Anggaran 2015;-I ^ ,'  ,I I .1  rl ,rlrl',ima  Can  uuqui  rcl]t=[iild; i  I+ii>t=ii  `|i  L,, ,y.`u,,g., .  _ ,.., _._.`__  ., ._,_. __  _ _
'Putusan    Pejabat    Pembuat    Komitmen    Universitas    Mataram    Nomor.    49i-6/UN18;'PPK-.,- _  _,_.-__.__   '  I_:`'_r-:+--

15  tentang  Nama dan  Besaran  Dana  Penelitian    Dosen  di  Lingkungan  Uni`tersitas
\,J\~-v ,,,-,,., _--___

ltaram Tahun  2015;                           ;     ;`:-t

Putusan     Rektor     universitas     Mataram     Nomor:     841/PT21.H/HK.01.06/1994     tentang
mbentukan Lembaga  Penelitian  UNRAM; dan

putusan  Rektor  universitas  Mataram  Nomor:  1290/UN.13/KFry2012  ter,tang   Pengangkatan
lua  Lembaga  Pengabdian  kepada  iMasyarakat,  Ketua  Lembaga  Penelitian  seria  Ketua  dan
`kretaris  Lei-T]baga -Pengembangan  Perldidikan  universitas  Mataram  P€.-iode  Tahun  2012  -

16..

hari ini S'enin tanggal  Empat bulan  Mei  tahun diia  ribu  lima  be!as  kedua  be!ah pihak  telah
iu  dan  bersepakat  untuk  menglkatkan  diri  satu  kepada   yang   lain   dalam   Surat   Perjanjian
ksanaan   Penugasan   Penelitian   bagi   Dosen  di  Lingkringan   U,iiversi{as  Mataram,   Sumber
i DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2015, dengan ketentuan dan §yarat-syarat

aimana diatL'r dalam pasal-pasal sebagai berikut:



c.  `Pembukuan    keuangan    penelitian    harus    tersendin.    yang    tidak    disatukan     dengan
perr\,bukuan keuangan lainnya;

d.  Pembukuan keuangan penelitian berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal
transaksi;

e.  Menyusun    rekapitulasi    penggunaan    keuangan,    termasuk    pajak-pajak    yang     harus
dibayarkan kepada kas Negara. dalam  ber,tuk Laporan  Penggunaan  Keuangan  Penelitian
disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan

f.   Laporan  Penggunaan  Keuangan  Penelitian harus ditandatangani oleh  PIHAK  KEDUA dan
diketahuvdisyahkan oleh  PIHAK PEF{TAMA.

Laporan  PenggL'naan  Keuangan  Penelitian  harus  disampaikan  kepada  PIHAK  PERTAMA
dengan pengatLiran sebagai berikut:
a.  Laporan  Penggunaan  keuangan  penelitian  80%  (tahap  pertama),  yang  berisi  rekapltul;si

dan  n.ncian  penggunaannya  dalam  bentuk so# copy format  pdf.  serta  dalam  bentuk  hard
copy   yang    disertai    fotocopy    bukti    pembayaran/kuitansi    pembayaran    yang     syah,
diserahkan  kepada  PIHAK  PERTAMA  seban.yak  3  (tiga)  eksemplar  selambat-lambatnya
07 September 2015; dan

b.  Laporan   penggunaan   keuaiigan   penelitiai.I   100%.   yang   berisi   rekapitulasi   dan   rincian
penggunaannya  dalam  bentuk  so# copy format pdf,  serta  dalam  bentuk  hard copy yang
disertai   bukti   pembayaran/kuitansi   yang  .asli   dan   syah,    diserahkan    kepada    PIHAK
PERTAMA  sebanyak L3  (tiga)  eksemplar  (satu  yang  asli  dan  dua  fotocopy)  selambL:t-
Iambatnya 05 Desember 2015.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1.  Hak PIHAI< PERTAMA
a.  Memperoleh  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  kegiatan   penelitian   yang

di!aksanakan oleh PIHAK KEDUA;
b.  Meminta   dan    menerima    laporan-lapor?n   secara    periodik   mengenai    pelaksanaan

kegiatan penelitian yang  di!akukan oleh  PIHAK  KEDUA.

2.  Kewajiban PIHAK PERTAMA
a.  Menyalul-kan  bantuan  a.ana  .Denelitian  kepada  P:HAK  KEDUA,  sesuai  Pasa!  2   Surat

Perjanjian  Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
b.  Mengawasi,  memantau  dan` mengevaluasi  kegiatan  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh

PIHAK KEDUA.                    ,;     fr=`

Hak dan Kewajiban PIHAK  KEDUA

1.  Hak  PIHAK  KEDL.A  adalah  menerima  bantuaii  dana./uang-Jari  PIHAK  PERTAMA  sesuaj
Dasal.2  Surat  Perjanjian  Peiaksanaan  Penugasa.ri  Pene:itian  ini  dan  kesepakatan  kedua
belah  pihak;

2.  K`3wajiban  Pit.:AK KEDUA

a.  Melaksanakan   dan  menyelesajkan   kegiatan  sesuai  den.gan  j.aa.ual  dan   batas   waktu
yang telar. ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan  Penugasan  Penelj[ian  ini;

b.  Bertanggungjawab  penuh  terhadap  pembelanjaan  dana/uang  bantuan  penelitian  yarig
telah  diterima  dari  PIHAK  PERTAMA  sesuai.dengan  Surat  Perjanjian   Peiaksanaan
Penugasan  Penelitian ini dan  peraturan perundaiigan yang  berlaku;

c.  Berkewajiban membayar pajak berupa:



1)   Pembelian  barang  dan  jasat   dikenakan  Ppn  Sebesar  10%  dan   Pph  Pasal  22
sebesar 1.5%;

2)BelanjalionorariumdikenakanPphPasal21,denganketentuanuntukgolonganll1
5°/obagiyangmemilikiNPWPdan6%bagiyangtidakmerrii!ikiNPWP,sertauntuk
goiongan lv sebesar l5%;                     _ _ L^r,+L ,,,.

3)   Pajak-pajak lain sesuai ketentiian yang berlaku;
=,`,'-'-a_-.   .  _

d.    Berkewajiban  mengembalikan  sisa  dana/uang  yang  tiuaK  uiut=Ic]ii,ar`c],,  ,`~r.__
PERTAMA untuk kemudian disetorkan ke Kas BLU  universitas Mataram;

e.   Menyerahkan  kepada  PIHAK  PERTAMA  bukti  fisTiR-n|-eTTelitian-yangndrtyaDjik-   -          -        I   i   c`.,r^t   Porianiian   Peiaksanaan    Penugas

tidak  dibelanjakan  kepada  PIHAK

sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   7   Surat   Perjanjian   Peiaksanaan   Penugasan
e.    MenyeranKan   Kepduc]   rH .^i`  ,  L.` .,... „  .   _

Penelitian ini;

f.     Melaporkan  kepada  PIHAK  PERTAMA  tentang  perkembangan  publikasi  artikel   ilmiah
dan/atauPerolehanpatensecaraberkalapadasetlapakhlrtahunanggaranberjalaH

9.    Mempresentasikan   hasil   penelitiannya   pac]a   seminar  yang   akan   dilaksanakan   oleh
Lembaga  Penelitian  Universitas  Matprarr.  dan/atau  Fakuitas/P.rogram  Stijdi  dan/atau
Program Pascasarjana;

h.   Memberikan  data,   informasi,   dan  keterangan   secara   benar  dan  jujur   Kepada   Tim
Monitoring  dan  Evaluasi  (monev}  yang  berasal  dari  Lembaga  Penelitian  unlversitas
Mataram dan/atau yang ditunjuk oleh  PIHAK PERTAMA;

i.     Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh  PIHAK PERTAMA;

j.Mem`ouatBukuCatatanHarianPenelitian(/ogbooosesuaiketentuanpadaPasal9ayat
(3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Peniigasan ini: dan

k.    Menyampa;kan.  laporan-!aporan   kepada   PIHAK   PERTAMA   sesuai   yang   termaktub
daiarl Pasal 9 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

pasal 7
LUARAN  PENELITIAN

IHAK KEDUA harus menghasilkan luaran penelitian  berupa.

ran Wajib:
Bahan
Publikasi  llmiah

Bahan
Arikel ilmiah yang dimuat minimal

seminar
dalam

nasional.

Bukti  fisik  luaran  penelitian  sebagaiinana  tercantum  pada  ayat  (1).  harus  diserahkan  Oieh
PIH.AK KEDUA kepada  PiHAK PERTAMA selambat-lambatnya 05 Desember 2015

•ApactJi!a  PIT:AK. KEDUA  tidak  .menyerahkan  luaran  penelitian  sebagaimana  disebutkan  pada
ayat ^(1) dan ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA,  maka dikenakan sanksi berupa:
a    PIHAK KEDUA tidak lagi berhak menerima dana penelitian tahap kedua (20%) dari  PIHAK

PEF`TAMA,   sebagaimana  telah  disebutkan  dalam   Pasal  2   ayat  (2)   butir  b,   dan   dana
tersebut akan diken ibalikan ke Kas BLu UNRAM; dan

b.   PIHAK   KEDUA   tidak   dipe.rkenankan   mengajukan   usulan   penelitian   melalui   Lembaga
Penelitian universitas Mataram berturut-turut selama 2 (dua) tahun.



pasal 8
MONITORING

iton-ng  dan  evaluasi  pelaksanaan  penelitian  dilakukan  Oleh   PIHAK  PERTAMA  kepada
I Iz lz[nl lA flan/atau o|eh Tim Monitoring dan Evaluasi (M0nev) yang ditunjuk oleh  piHAKAK KEDUA dan/atau

MA

;ii rnonitoring menjadi aouan  untuk pertirnbangan pendanaan  bagi  usulan  penelitian  tahun

pasal 9
PELAPOF{AN

aporan Penggunaan Keuangan Pene!itian;
Jla',1\,,  `+..  .   _--

.      .         .`___i -.... ^-IIr`nhr`nk\-C_

oran terdiri atas:
aL,|'I C .,,,    `~. .g cJ _ -_ _   _

uku Catatan  Harian Penelitian (/ogbook); dan
aporan Penelitian.

)ran Penggunaan Keuangan Penelitian:I---^n   harnc,rlnman   pada   prinsip-Prinsip   Pengelolaan   b/ock   granf
Laporan   disusun   dengan   berpedoman   Pada   PrlnsIP-PrlH>iv   L/5H¥u.v,uu,,   u,u„   tng„
)oran  rt=iititiu,,uu..  .`_____  .

sebagaimanadisebutkandalamPasal5ayat(1)Surat`PerjanjlanPelaksanaanPenugasan
Penelitian ini;                           .      h„ ,^,, D[pTAMA sebanyaK 3 (tiga) eksemplar;
aporandiserahkankepadaPIHAKPERTAMAsebanyaK3(tiga)eksemplar,

'enelitian  ini;

•--- i^h  DiuAK  KFDUAkepadapIHAK  PERTAMA
akwpenyerahanlaporanolehPIHAKKEDUAkepadaPIHAKPERTAMAsebagaimana
lporan diserahkan Kepaaa   rH ini` ,  L. ` .,..

aturDadaPasal5ayat(2)SuratPerjanjianPelaksanaanPenugasanPenelitianin,,dan
>abil3  PIHAK  KEDUA tidak  melakukan  sebagaimana dlsebutkan  Pada  Pasa|  9  ayat  (2)•      hH i^Lz  DFPTAMA  berhak  memotong  15°/o  dari  total  dana

iatur Dada Pasal 5
Apabil3  P[HAr`  r`t=L;ij^  I,uc..`  ,,... _,._,
butir a,  b dar,  c di atas,   maka  P!HAK PERTAMA berhak  memotong  lou/o dan total  dar
pen`3litianPIHAKKEDUAuntukpenibayaranPajakyangakandisetorkankekasNegara.
ku Catatan Harian Penelitian (/ogbook):•    .         __  __t^t,r`-r`ac]n  keniatan  Denelitian;u Catatan Harian Peneiitian \tut/uuu^,.
)isusunberdasarkantahapan-tahapanpelaksanaankegiatanpenelitia"--1   ..-... ^^.   +c]nnrial   dan   butan,   nama   kegiatan.   hasi|•urutan:   tanggal   dan

LJ'|\J,,\,    ``-' 'J_

kendala, dan  lain-!ain yang  dianggap penting;
Buku   Catatan   Harian   Penelitian   (/og5ook)   ten{ang   perkembangan   keg!aian
tahap  peitama  (goo/o),  diserahkan  kepada  P}HAK  PERTAMA  sebanya.K  3  {:tiga)_-_  _         i___I__-1n4f=-

Ditulis  tangan   asli  men`urut
kegiatan,

penelitian
eksemp!ai'

|a'|C4L,   ,,`-.``-''._   \_   _         ,.

(fotocopy) selambat-lambatnya 07 September 2015;
Buku    Catatan    Harian  `Pene!itian.  (/ogboo*) ' keseluruhan    (1CJ0%)    kegiatan   peneiitian,I     r``  /I:__\   ,`l+r`+`rT`n}.r   /fhtr`rr`r``.\   ^^l__LL-.iuKu     udLc]la[i      i.cJ..uH   ` --..- '--'--        `     +

iserahkan  kepada  PIHAK  PERTAMA  sebanyak  3  (tiga)  eksemplar  (fotocopy)  se|ambat_
imbatnva   05   Desember   2.015, `sedangkan   /ogtJook  yang   asli   disimpan   o|eh   pene|itilambatnya   05   Desember   2.01.5,  `.SedangKan   JogLiuu^   ydug   c]-H   ul+,„,Hu„   u,€„   pe„t=„u

Sebagai dokumen.                           f     ;`--

poran  Penelitian:
Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
Laporan  harus  menggambarkan  tentang  keseluruhan  Proses-  Pelaksanaan  kogiatan  clan
hasil-hasil penelitian yang telan clicapai;
Laporar,   yang   disa.mpaikan   harus   sesuai   dengan   Proposal   -yang   Sudah   disetujui   oieh
PIHAK PERTAMA;
Laporan  disusun  sesuai dengan format dart  Sistematika  Laporan  Penelitian,  sebagaimar,a
telah  ditentukan  dalam  buku  Panduan  Pelaksanaan  Penelitian  Sumber  Dana  PNBp  dan
Swadana    universitas   Mataram    Edisi    Ill,   yang    diterbitkan    Oleh    Lembaga   peneiitian
Universitas Mataram Tahun 2014.

Laporan   harus   diserahkan   oleh   PIHAK   KEDUA   dalam   bentuk   hard  co"  sebanyak
6  (enam)   eksemplar  disertai   sc#  copynya   (1   keping   CD)   kepada   PIHAK  PERTAMA
Selambat-lambatnya 05 Desember 2015; dan
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Penyerahan  Laporan  Penelitian  oleh  PIHAK  KEDUA  kepada  PIHAK  PERTAMA,   harus
disertai dengan dokumen lain berupa:
0    Bukti fisik  liiaran  penelitian,  sebagaimana  dimaksud  Pada  Pasal  7  Surat  Perjanjian

Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
2)Laporanpenggunaankeuanganpenelitian100%,dalambentukbardco"sebanyak3

(tiga)  eksemplar  (satu  yang  asH  dan  dua  fotocopy),  Sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal5ayat(2)butirbSuratPerianjianPelaksanaanPenugasanPenelitianini;

3)    Buku  Catatan   Harian   Penelitian  (/ogbook)  sebanyak  3  (tiga)  eksemplar  (fotocopyL
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 9  ayat  (3)  butir d  Surat  Perjanjian  Pelaksanaan
Penugasan Penelitian ini;  dan

4)    Satu  keping  CD  yang  berisi  file  elektronik  (format  "pdf)  Laporan  Penelitian    (butir  e)
dan butir 1), 2), serta 3) di atas.

Pasal 10
PERUBAHAN pENELmAN

)abila  PIHA'K  KEDUA,  karena  satu  dan  lain  hal    bermaksud  merubah  pelaksanaam  judul,
ngkav\'aktu.Iokasipenelitian,dan/afauTtm.Penelitipadapelaksanaanpenelitianyangtelah-...---   n-.-i~^-n^-n   Ponilnasan   Penelitian   ini,   maka   PIHAK'\L ,,,- '-._,  . _

pakati   dalam   Surat   Perjanj.ian   Pelaksanaan   Penugasan   relieiiiiciu   iui ,,,, i,,`u   .   „  „  ...
)UA  harus  mengajukan  permohonan  perubahan  tersebut  secara  tertulis  kepada  PIHAKEDUA

LI \  ,  ,  \1 ,,,.-

erubahan  pelaksanaan  penelitian  sebagaimana  dim2ksud  dalam  Pasal  10  ayat  (1) di  atas,
apat  dibenarkan  bila  telah  menciapat  persetujuan  lebih  dahulu  secara  tertulis  darl  PIHAK

alam hal Ketua Pelaksana Penelitian  tidak dapat menyelesaikan  pelaksanaan  penelitian  ini
ERTAMA.

epenuhnya,  maka  PIHAK  KEDUA  harus  menyepakati  dan  menunjuk  penggantinya  yang
erasai  dari  anggota  tim  peneliti  yang  berkompoten ifr5ian  brfdang  penelitian  tersebut  atas
€rsetu.iuan PIHAK PERTAMA.

Pasal  11

HAK ATAS KEKAYAA.N  INTELEKTUAL

lak  Kekayaan  lnteiektual  yang  dihasilkan  dari  pelaksanaan  penelitian  ini,  diatur dan  dikelola
esual dengan  peraturan dan  perundang-.undangan yarig  berta'h`u  dan c:imanicaatkan  sebesar-
esarriya untuk pe!aksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Mataram.
5lamhalterjadituntutandaripihaklainataspenggunaansijatute'KnologitertentuolehPIHAK
:EDUA  dalaIT.   rangka   pekerjaan   berdasarkan   Surat   Perjanjian   Pelaksanaan   Penugasan_  ____. . . A   i_  _L _L__  i^,:  -a^.]I-tiintiltan  r]ihak  lain  tersebut-EDUA   dalam   rangKa   pet`eijdc]ii   uGlvo .-,. `_..   __,_`          ,     ,
enelitian ini,  maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak

¢`rT        pasall2

PERALATAN  Il_MIAH. DAN  BARANG  INVENTARIS

eralatan  ilmiah  dan  barang  inventaris,  pengadaannya  dilaksainakan  oleh   PIHAK  KEDUA,
rang berpeaorr.an pacla Peraturan Perundangan yang  beriaku

emua  hasil  penelitian  berupa  peralatan  dan/atau  barang  inventaris  ya[`g  dipero!eh  melaii`"
lng,garan   peneiitian   ini   adalah   milik  Universitas  Mataram  yang   dapat  dihibalikan   kepada
letiti ici/lomhana/masvarakat melalui Surat. Keterangan  Hib3h-

Pasal 13
KEADAALN KAHAF< (FORCE MAJEURE)

Keadaan  kahar  /,foroe  rna/.eure;  adalah  suatu  keadaan  yang  terjadi  di  luar  kehendak  kedua
belah  pihak yang  mempengaruhi  pelaksanaan  Surat  Perjanjian  ini  sehingga  pekerjaan yang

•-..         ^  ---1  n-~:^n::^n  DalaLcc,ncian  penHaasan  pene!itian  ini  menjadi  tidak
telah ditentu'.'an dalam -Surat Perjanjian Pelaksanaan  Penl!gasan
dapat dipenuhi.
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ial-hal yang termasuk keadaan kahar /force rna/.euneJ Sebagairr!ana te.rcan{Lim pada a-yat (1 )
iasa: ini adalah peperangan. kerusuhan,  revolusi,  bencana alam (banjir,  gempa bumi,  badai,

unung  meletus,  tanah  longsor,  wabah  penyakit  dan  angin  topan),  Pemogokan,  kebakaran
an gangguan industn-Iainnya, serta keadaan lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan
ang berlaku.
:eterangan   tentang   kebenaran   adanya   keadaan   kahar   /force   rna/-eure/   sebagaimana
}rcantum  pada   ayat   (1)  dan  ayat  (2)   Pasal   ini  harus  dibuat  oleh   instansi/pejabat  yang

pabjla  terjadi  keadaan  kahar /rurce  rna/.eureJ  sebagaimana  tercantum  pada  ayat  (1)  dan
yat  (2)  Pasal  ini,  maka  PIHAK  KEDUA  wajib  memberikan  laporan  tertulis  kepada  PIHAK
ERTAMA  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kalender.Setelah  terjadinya  keadaan  kah.ar

ersebtJt, untuk kemudian ditjndaklanjuti oleh  PIHAK PEF{TAMA,

Pasal  14

SANKSI

pabila  ba{as  waktu  habisnya  masa  penelit.i.an  ini  PiHAK  KEDUA  belum jugs  menyerahkan
asil  pekerjaan   seluruhnya   kepada   PIHAK   PERTAMA,   maka   PIHAK   KEDIJA   dikeiiakan
enda

empo.
sebesar  1/1000 setiap  hari  keterlambatan  terhitung  dari  tanggal  jatuh
yang telah ditetapkan (tanggal 05 Desember 2015) sampai setinggi-tingginya 5°/o (lima

rsen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.
pabila   PIHAK   KEDUA   tidak   menyerahkan   laporan   hasil   penelitian   dalam   akhir   tahun
iggaran yang  sedang  berjalan dan waktu  proses pencairan  biayanya  telah  berakhir,   maka
a   biaya   yang   bersangkutan,   yang   belum   sempat   dicairkan   dinyatakan   hangus   dan
embalikan ke kas BLU UNRAM.
lam  hal  PIHAK  KEDUA tidak dapat  memenuhj  Su.rat_.F.e|janjian  Pelaksanaan .`Penugasan
nelitian ini hingga tanggal 15 Des.embe+ 2015, mak-a-`i3ifiAK kEDUA wajib mengemb:likan

ana   penelitian   yang   telah   diterimanya   kepada   PIHAK   PERTAMA    untuk   selanjutnya
isetorkan kembali ke Kas BLU UNRAM.
abila jangka  waktu  pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  da!am  r'asal  4  Surat
o.anjjan    Pelaksanaan    Penugasan    Penelitian    ini   tidak    dapat   djpenuhi,    maka    untuk
Ianj.Lltnya  PIHAK  PEF{TAMA akan  mempertimbangkan  usul-usul  penelitian  berikutnya  yang
rae;al ciari PiHAK KEDUA.

paDila di kemudian  hari terbukti  bahwa judui  peneljtian  sebagaimana  tersebut dalam  Pasal
tel-dapat  indikasi  duplikasi  dan/atau  ketia.ak  jujurail/itikad  kurang  baik  yang  tidak  sesuai
}ngan  kaidah  ilmiah,  maka` peneljtian .tersebut .dinyatakan  batal  dan  PIHAK  KEDUA  wajib
engemba!ikan   dana  peneliti?n  yang   t?lah  dit?rimanya  kepada   PIHAK   PERTAMA   untuk
!lanjutnya disetor kembali ke Kas Biu  UNRAM.

Pasal 15

PERUBAHAN ISI SURAT PERJANJIAN

hen  isi  Surat  Perjanjian   Pe!aksanaan  Penugasan  Penelitian  ini  dapat  dilakukan  ses!jai
tan   kedua    belah    pihak,   yang    akan   dituangkan   dalam   suatu   Amamiemen?   .y.ang

kan bagian tidak terpisahkan dari -Surat Perjanjiarf Pelaksanaar,  Penugasan P;ne-!iti'a,|' i-hi-.

Pasai 16

PENUTUP

3yrat Surat Perjanjjan  Pelaksanaan  Penugasan Penelitian ini dibuat rang.kap 3 (tiga),  2  (dua)
gkap dibubuhi  meterai   Rp  6.000,-  (enam  ribu  rupiah) yang  biaya  meterainya  dibebankan
lada PIHAK KEDUA.



.;.ifisfyffy

---:`*   .-`

cfalamt  Surat  Perj.anjian  Pelaksanaan  Penugasan  Penelitian   ini.
\1~`    .                ~             -

akan diatur kemuciian oieh  kedua beia'n  pi'nak secara musya-`vijarah.
HaLhal  yang  belu'ym

PERTAMA
nelitian  UNRAM

irt'ctdin
f+9txa 1987031024

8609  1  001

PIHAK KEDUA
Tim Pelaksana  Penelitian,

Ketua' \ir
Dr. H.  Hirsanuddin, SH.,  M.Hum.
NIP.196212311988031011

NIP.19.7610012001121001

Anggota 2

NIP.19760917 2003121002

NIP.   197905212006041001


